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PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG MASALAH 
 
Perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia merupakan kewajiban mutlak 
dari Bangsa Indonesia. Hal itu dikarenakan Negara Indonesia adalah negara yang 
berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Penyelenggaraan 
kekuasaan haruslah bertumpu atas sendi-sendi negara hukum dan demokrasi. Dengan 
landasan negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan hendaknya memberikan jaminan 
perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai yang diperintah. Masyarakatpun 
diharapkan berperan serta secara aktif dalam proses penyelenggaraan hukum dan 
penegakkan hukum yang sah. 
Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita Bangsa 
Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke-empat yaitu membentuk suatu 
pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Agar  tujuan dan 
cita-cita Bangsa Indonesia tersebut dapat tercapai, maka negara melaksanakan 
pembangunan dalam segala bidang demi kesejahteraan rakyat. Rakyat Indonesia 
sendiri harus merasa aman dari berbagai ancaman dan bahaya yang datang.  
Rasa aman yang diberikan oleh pemerintah tidak hanya ditujukan bagi rakyat 
mereka yang benar saja, akan tetapi bagi mereka yang melakukan kesalahan ataupun 
bagi mereka yang diduga melakukan kesalahan juga berhak memperoleh jaminan rasa 
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aman terhadap diri mereka. Seseorang yang melakukan kesalahan, dalam hal ini 
melakukan tindak pidana di dalam Negara Indonesia yang berlandaskan hukum, maka 
sudah sepantasnya untuk diproses secara hukum yang berlaku di Negara Indonesia 
pula. Proses yang berlaku untuk menahan seorang tersangka ataupun terdakwa harus 
sesuai prosedur yang berlaku. 
Prosedur yang berlaku tidak boleh  bertentangan dan melanggar hak asasi 
manusia. Prosedur harus bisa memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi 
manusia khususnya hak kemerdekaan. Di dalam Pra Peradilan, pejabat yang 
melakukan penahanan atas diri tersangka ataupun terdakwa baik polisi maupun jaksa 
harus bisa membuktikan bahwa penahanan tersebut adalah tidak melanggar hukum 
(illegal) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 
Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan 
terhadap seorang tersangka ataupun terdakwa itu benar-benar telah memenuhi 
ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan untuk tidak melangar hak asasi 
manusia. 
Pembatasan kemerdekaan seseorang dan pelanggaran hak asasi manusia 
agaknya sulit dihindarkan dalam proses penanganan perkara di Indonesia. Hal itu 
terjadi karena masih banyak orang yang menderita karena dirampas ataupun dibatasi 
kemerdekaannya utuk mengadukan nasibnya sekaligus menguji kebenaran dan 
ketepatan dari tindakan kekuasaan berupa penggunaan upaya paksa, baik di dalam 
proses penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun pembukaan 
surat-surat yang dilakukan oleh pihak kepolisian ataupun kejaksaan ataupula 
kekuasaan lainnya.  
Hal ini dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi saat ini dimana sering terjadi 
perkosaan hak asasi manusia dalam hal ini adalah tersangka atau terdakwa oleh 
penyidik dan jaksa penuntut umum, karena tidak adanya suatu lembaga atau 
mekanisme yang dapat menilai dan menguji apakah tindakan upaya paksa yang 
dilakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak. Seorang tersangka atau 
terdakwa yang ditangkap atau ditahan, seolah – olah berada di dalam suatu ruang 
gelap dan tidak berdaya sama sekali. Mereka merasakan penderitaan karena merasa 
sangat tidak berdaya karena tiba-tiba direnggut kemerdekaannya dan dimasukkan 
tahanan tanpa surat perintah penahanan tanpa sempat didengar dan diperiksa terlebih 
dahulu, dan sama sekali tidak bisa berhubungan dengan dunia luar termasuk keluarga. 
Padahal sistem peradilan kitapun menganut asas praduga tidak bersalah, yang 
artinya setiap orang yang disangka atau diduga keras telah melakukan tindak pidana 
wajib dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya oleh suatu putusan 
pengadilan melalui sidang peradilan yang terbuka, bebas dan tidak memihak. Maka 
tersangka atau terdakwa tersebut harus tetap dijunjung dan dilindungi hak asasinya. 
Namun pada kenyataannya dalam mencari pembuktian terhadap orang yang baru 
disangka atau diduga melakukan tindak pidana, pihak penyidik atau penuntut umum 
seringkali langsung saja menggunakan upaya paksa tanpa dipenuhinya syarat-syarat 
formil dan syarat-syarat materiil dalam hal penangkapan maupun penahanan. 
Pengawasan dan penilaian terhadap upaya paksa yang digunakan inilah yang tidak 
dimiliki pada tingkatan pemeriksaan pendahuluan di masa berlakunya Herziene 
Indische Reglement (HIR). Pada masa itu ada semacam  pengawasan oleh hakim 
yakni dalam hal perpanjangan waktu penahanan sementara yang harus dimintakan 
persetujuan hakim. Namun dalam prakteknya, pengawasan hakim ini kurang 
dirasakan manfaatnya, karena tidak efektif mengingat urusan perpanjangan 
penahanan oleh  hakim itu bersifat tertutup dan semata-mata dianggap sebagai urusan 
birokrasi. 
Dalam proses tersebut, semua surat permohonan perpanjangan penahanan 
secara serta merta tanpa diperiksa lagi langsung saja ditandatangani oleh hakim 
ataupun petugas yang ditunjuk oleh hakim. Akibatnya banyak penahanan yang 
berlarut sampai bertahun-tahun dan tersangka yang bersangkutan tidak memiliki hak 
dan upaya hukum apapun yang tersedia baginya untuk melawan kesewenang-
wenangan yang menimpa dirinya. Dia hanya berserah diri pada nasib, dan menunggu 
belas kasihan dari hakim untuk membebaskannya kelak di muka pemeriksaan 
persidangan pengadilan. 
Untuk menyikapi kesewenang-wenangan itu dapat dimintakan sidang Pra 
Peradilan yang diadakan atas permintaan tersangka atau terdakwa ataupun 
keluarganya ataupula atas kuasanya merupakan suatu forum yang terbuka, yang 
dipimpin oleh seorang hakim atau lebih untuk memanggil pihak penyidik atau jaksa 
penuntut umum yang telah melakukan upaya paksa agar mempertanggungjawabkan 
tindakannya di muka forum yang bersangkutan, apakah benar-benar beralasan dan 
berlandaskan hukum. Dengan sistem pengujian melalui sidang terbuka ini, maka 
tersangka atau terdakwa dijamin hak asasinya berupa hak dan upaya hukum untuk 
melawan perampasan atau pembatasan kemerdekaan yang dilakukan secara 
sewenang-wenang oleh pihak penyidik ataupun penuntut umum. Sebab dalam forum 
ini pihak penyidik atau penuntut umum wajib membuktikan bahwa tindakannya sah 
dan tidak melangar hukum.  
Penggunaan salah satu upaya paksa menurut undang-undang berarti telah 
terjadi suatu pelanggaran terhadap hak asasi seseorang, padahal dilain pihak untuk 
mencari bukti bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana, terpaksa dilakukan 
salah satu atau beberapa upaya paksa. Penggunaan upaya paksa tersebut tentu tidak 
begitu saja dilakukan oleh aparat penegak hukum, tetapi harus dilakukan juga suatu 
pengawasan atas tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum agar tidak 
terjadi kesewenang-wenangan atas kuasa yang diberikan kepada penegak hukum 
tersebut. Dalam prakteknya, bahkan  tidak memperhatikan hak asasi dari tersangka 
atau terdakwa karena tidak ada lembaga yang secara efeltif mengawasi pelaksanaan 
upaya paksa tersebut. Pengawasan  upaya paksa tersebut tidak cukup dilakukan 
secara intern dalam perangkat aparat penegak hukum, dalam arti secara  vertikal yaitu 
atasan dan bawahan, tetapi juga harus dilakukan pengawasan antara sesama aparat 
penegak hukum, dalam arti secara horizontal yaitu antara institusi yang terkait seperti 
Polisi, Jaksa, dan Hakim. 
Mekanisme Pra Peradilan dianggap tidak bekerja sebagaimana mestinya 
karena dalam pelaksanaanya dianggap banyak merugikan masyarakat pencari 
keadilan seperti prosedur yang berbelit-belit, banyaknya waktu yang terbuang, biaya 
yang mahal, dan tidak tertutup suatu kemungkinan intimidasi dari aparat penegak 
hukum. Pra peradilan yang terdapat dalam KUHAP saat ini sebenarnya telah keluar 
dari konsep awal pembentukan KUHAP, karena Pra Peradilan tidak mengamodasi 
suatu kewenangan pencegahan dalam upaya paksa yang tidak sah untuk dilakukan. 
Hal ini dikarenakan bahwa pemeriksaan Pra Peradilan dilakukan setelah upaya paksa 
selesai dilakukan. Pemerintah melalui KUHAP yang bertujuan untuk mengatasi 
permasalahan yang terjadi dalam hal pengawasan penggunaan upaya paksa serta 
memberikan keadilan dan kepastian hukum akan mengganti sistem Pra Peradilan dan 
digantikan dengan suatu sistem yang baru yaitu Hakim Komisaris.  
Sistem Hakim Komisaris berwenang memutuskan atau menetapkan sah 
tidaknya penanggkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, penghentian 
penuntutan yang tidak didasarkan pada asas oportunitas, dan juga menentukan perlu 
atau ada tidaknya sebuah penahanan, ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang 
tersangka atau terdakwa yang ditahan secara tidak sah. Kewenagan lain yang dimiliki 
Hakim Komisaris adalah penentuan pelampauan batas waktu penyidikan atau 
penuntutan, dan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang 
tersangka atau terdakwa tanpa didampingi oleh penasihat hukum. Namun demikian, 
tidak menutup kemungkinan dengan dibentuknya sistem Hakim Komisaris untuk 
mengganti sistem Pra Peradilan dalam KUHAP dapat menimbulkan permasalahan 
baru.                                                       
Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 
judul “TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN SISTEM HAKIM KOMISARIS 
SEBAGAI ALTERNATIF PENGGANTI SISTEM PRA PERADILAN UNTUK 
MEMBERIKAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT 
SECARA EFEKTIF DAN PROSPEK PENGATURANNYA DALAM UNDANG-
UNDANG HUKUM ACARA PIDANA YANG AKAN DATANG ”. 
 
B. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok 
yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah dimaksudkan untuk lebih 
menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan 
masalah yang tepat dan mencapai tujuan atau sasaran sesuai yang dikehendaki. 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, perumusan masalah dalam 
penulisan hukum ini dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah keberadaan sistem Hakim Komisaris sebagai alternatif pengganti 
sistem Pra Peradilan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi 
masyarakat secara efektif di masa yang akan datang ? 
2. Bagaimanakah prospek pengaturan Hakim Komisaris dalam undang-undang 
hukum acara pidana yang akan datang ? 
 
 
C. Tujuan Penelitian 
Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud 
penelitian.  Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini 
adalah : 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui keberadaan sistem Hakim Komisaris sebagai alternatif 
pengganti sistem Pra Peradilan untuk memberikan keadilan dan kepastian 
hukum bagi masyarakat secara efektif di masa yang akan datang. 
b. Untuk mengetahui prospek pengaturan Hakim Komisaris dalam undang-
undang hukum acara pidana yang akan datang. 
 
2. Tujuan Subjektif 
a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun 
penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih 
gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman 
Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan 
hukum, khususnya dalam bidang hukum acara pidana yang sangat berarti bagi 
penulis. 
c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum. 
 
 
D. Manfaat Penelitian 
Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan 
yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari 
penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Merupakan salah satu sarana bagi Penulis untuk mengumpulkan data sebagai 
bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar 
kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
b. Untuk sedikit memberi sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam 
mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada 
khususnya. 
c. Untuk mendalami teori–teori yang telah Penulis peroleh selama menjalani 
kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 
serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut. 
 
2. Manfaat Praktis 
a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan 
mengembangkan kemampuan Penulis dalam bidang hukum sebagai bekal 
untuk masuk ke dalam instansi atau instansi penegak hukum maupun untuk 
praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar 
dapat ditegakkan. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta 
tambahan pengetahuan bagi pihak–pihak yang terkait dengan masalah yang 
diteliti. 
 
E. Metode Penelitian 
 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian hukum secara umum dapat dikatagorisasikan menjadi 
penelitian doktrinal dan penelitian non doktrinal. Dalam Penelitian ini, penulis 
menggunakan penelitian doktrinal atau disebut juga penelitian hukum normatif. 
Penelitian doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang bersifat peskriptif bukan 
deskriptif sebagaimana ilmu sosial dan ilmu alam (Peter Mahmud Marzuki, 
2006:33). 
 
2. Sifat Penelitian 
Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat 
peskriptif dan terapan. Dalam penelitian hukum ini karakteristik yang digunakan  
yaitu ilmu hukum yang bersifat peskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat peskriptif, 
ilmu hukum mempunyai tujuan hukum, nila-nilai keadilan, validitas aturan 
hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum (Peter Mahmud 
Marzuki, 2006:22). 
3. Pendekatan Penelitian 
Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan 
pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek 
mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan 
yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang 
(statute approach), pendekatan kasus  (case approach), pendekatan historis 
(historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan 
pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 
2006:93). 
Dari kelima pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan dengan 
penelitian hukum yang penulis angkat adalah pendekatan undang-undang (statute 
approach). Pendekatan undang-undang (statute approach) adalah pendekatan 
dengan menggunakan regulasi dan legislasi, dimana dalam penelitian ini regulasi 
yang digunakan sebagai acuan adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1981 
Tentang Hukum Acara Pidana. 
 
 
 
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian  
Jenis sumber penelitian yang penulis pergunakan dalam penelitian ini 
berupa jenis sumber penelitian sekunder, yaitu informasi penelaahan dokumen 
penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti 
buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang 
berkesesuaian dengan penelitian yang akan dibahas. Bahan hukum yang 
digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah: 
a. Bahan hukum primer, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan  
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berisi penjelasan mengenai 
bahan hukum primer yang terdiri dari buku, artikel, majalah, koran, makalah, 
dan lain sebagainya khususnya yang berkaitan denga penelitian hukum ini. 
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau 
penjelasan terhadapa bahan sekunder terdiri dari kamus, dan bahan-bahan 
internet. 
 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Karena penelitian yang penulis angkat merupakan  penelitian normatif, 
maka dalam peengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan/studi 
dokumen. Tekinik ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca, 
mempelajari, mengkaji, dan menganalisis serta membuat catatan dari buku 
literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang 
berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
 
 
6. Teknik Analisis Data 
Penulisan ini dengan menggunakan teknis analisis data dengan logika 
deduktif. Menurut Johnny Ibrahim  yang mengutip pendapat Bernard Arief 
Shidarta, logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari 
hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual. Penalaran 
deduktif adalah penalaran yang bertolak dari aturan hukum yang berlaku umum 
pada kasus individual dan konkret yang dihadapi (Johnny Ibrahim , 2006: 249-
250). Sedangkan Peter Mahmud Marzuki yang mengutip  pendapat Philipus M. 
Hadjon menjelaskan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh 
Aristoteles, menggunakan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan 
oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis 
major (pernyataan bersifat umum), kemudian diajukan premis minor (bersifat 
khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conlusion. 
Akan tetapi di dalam, argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana 
silogisme tradisional ( Peter Mahmud Marzuki, 2006:47). Jadi dapat disimpulkan 
bahwa logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu 
menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi 
kesimpulan yang lebih khusus. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang 
diperoleh dengan cara mengiventarisasi sekaligus mengkaji penelitian dari studi 
kepustakaan, aturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang dapat 
membantu untuk menjawab permasalahan yang diteliti.  
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Agar Skripsi ini dapat tersusun secara teratur dan berurutan sesuai apa yang 
hendak dituju dan dimaksud dengan judul skripsi, maka dalam sub bab ini Penulis 
akan membuat sistematika sebagai berikut : 
BAB I :  PENDAHULUAN 
Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian    dan 
sistematika penelitian. 
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini Penulis menguraikan tentang kerangka teori yang 
melandasi penelitian hukum. Pada bab ini dibahas mengenai tinjauan 
umum tentang Hukum Acara Pidana, tinjauan umum tentang Pra 
Peradilan, tinjauan umum tentang Hakim Komisaris dan diakhiri  
dengan kerangka pemikiran. 
BAB III :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan 
pembahasan mengenai sistem Hakim Komisaris pengganti sistem Pra 
Peradilan. Sehingga dapat diketahui keberadaan sistem Hakim 
Komisaris dalam hal memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi 
masyarakat secara efektif dan prospek pengaturannya dalam undang-
undang hukum acara pidana yang akan datang. 
BAB IV :  PENUTUP 
Bab ini akan berisi mengenai simpulan dan saran terkait dengan 
pembahasan permasalahan yang diteliti.  
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teori 
 
1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana 
a. Pengertian Hukum Acara Pidana 
Hukum acara pidana merupakan peraturan yang melaksanakan hukum 
pidana. Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia berdasar pada 
peraturan yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP), yang berlaku sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 8 
Tahun 1981 Tentang KUHAP. Dengan terciptanya Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana, maka pertama kali di Indonesia diadakan kodifikasi dan 
unifikasi yang lengkap dalam artian meliputi seluruh proses pidana dari awal 
(mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai 
meliputi peninjauan kembali (herziening) (Andi Hamzah, 2002:3). 
Yahya Harahap berpendapat bahwa KUHAP sebagai hukum acara 
pidana yang berisi ketentuan mengenai proses penyelesaian perkara pidana 
sekaligus menjamin hak asasi tersangka atau terdakwa.  Hal ini terdapat pada 
penjelasan bahwa KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berisi ketentuan 
tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus 
telah memberi “legalisasi hak asasi” kepada tersangka atau terdakwa untuk 
membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum. 
Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi yang melekat pada diri mereka 
dari tindakan sewenang-wenang. KUHAP telah mencoba menggariskan tata 
tertib hukum yang antara lain akan melepaskan tersangka atau terdakwa 
maupun keluarganya dari kesengsaraan putus asa di belantara penegakan 
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hukum yang tak bertepi, karena sesuai dengan jiwa dan semangat yang 
diamanatkannya, tersangka atau terdakwa harus diperlakukan berdasar nilai-
nilai yang manusiawi (M. Yahya Harahap, 2002:4).  
Definisi-definisi tersebut di atas dikemukakan oleh para ahli hukum. 
Hal ini dikarenakan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
sendiri tidak memberikan definisi hukum acara pidana secara implisit. 
b. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana 
1) Tujuan Hukum Acara Pidana 
Pemahaman mengenai tujuan KUHAP dapat dilihat dalam 
konsideran huruf c KUHAP yang berbunyi: 
“Bahwa pembangunan hukum nasional yang sedemikian itu di bidang 
hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan 
kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana 
penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing, ke 
arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan 
martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan 
Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila”. 
 
Dari bunyi konsideran huruf c KUHAP tersebut, maka dapat dapat 
dirumuskan beberapa landasan tujuan KUHAP, yaitu : 
a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, yang lebih dititikberatkan 
kepada peningkatan penghayatan akan hak dan kewajiban hukum; 
b) Meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum; 
c) Tegaknya hukum dan keadilan. 
d) Melindungi harkat dan matabat manusia. 
e) Menegakkan ketertiban dan kepastian hukum, arti dan tujuan 
kehidupan masyarakat adalah mencari dan mewujudkan 
ketenteraman dan ketertiban (M. Yahya Harahap, 2002:58-79). 
Pada dasarnya tujuan dari hukum acara pidana telah dirumuskan 
dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri 
Kehakiman, yang bunyinya adalah untuk mencari dan mendapatkan atau 
setidak-tidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang 
selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan 
ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk 
mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu 
pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan 
dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak 
pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat 
dipersalahkan. Tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran itu 
hanyalah merupakan tujuan antara. Tujuan akhirnya ialah mencari suatu 
ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam 
masyarakat (Andi Hamzah, 2002:9). 
 
2) Fungsi Hukum Acara Pidana 
Menurut Bambang Poernomo (1988:18) tugas dan fungsi pokok 
hukum acara pidana dalam pertumbuhannya meliputi empat tugas pokok, 
yaitu : 
a) Mencari dan menemukan kebenaran; 
b) Mengadakan tindakan penuntutan secara benar dan tepat; 
c) Memberikan suatu keputusan hakim; 
d) Melaksanakan (eksekusi) putusan hakim. 
Menurut Van Bemmelen, seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah, 
mengenai fungsi hukum acara pidana, mengemukakan terdapat tiga 
fungsi hukum acara pidana yaitu : 
a) Mencari dan menemukan kebenaran; 
b) Pemberian keputusan hakim; 
c) Pelaksanaan putusan  
(Andi Hamzah, 2002:9) 
 
c. Asas-Asas Hukum Acara Pidana 
Asas-asas Hukum Acara Pidana, diatur dalam Penjelasan KUHAP 
butir ke-3 yaitu terdiri dari : 
1) Asas persamaan di muka hukum yaitu perlakuan yang sama atas diri 
setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan 
perlakuan ; 
2) Asas perintah tertulis yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan dan 
penyitaan harus dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang 
diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan 
cara yang diatur dengan undang-undang ; 
3) Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, 
ditahan, dituntut dan dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib 
dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang 
menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap ; 
4) Asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan 
dan salah tuntut yaitu kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut 
ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau 
karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib 
diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para 
pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya 
menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau 
dikenakan hukuman administrasi ; 
5) Asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, bebas, jujur dan 
tidak memihak yaitu pengadilan yang harus dilakukan dengan cepat, 
sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus 
diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan ; 
6) Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya yaitu setiap orang yang 
tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum 
yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan 
atas dirinya ; 
7) Asas wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum dakwaan yaitu kepada 
seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan 
selain wajib diberitahu dakwaan atas dasar hukum apa yang didakwakan 
kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk 
menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum ; 
8) Asas hadirnya terdakwa yaitu pengadilan memeriksa perkara pidana 
dengan hadirnya terdakwa ; 
9) Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum yaitu sidang 
pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal 
yang diatur dalam undang-undang ; 
10) Asas pelaksanaan pengawasan putusan yaitu pengawasan pelaksanaan 
putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua 
pengadilan negeri yang bersangkutan ; 
11) Tersangka diberi kebebasan memberi dan mendapatkan penasehat hukum, 
menunjukkan bahwa KUHAP telah dianut asas akusator, yaitu tersangka 
dalam pemeriksaan dipandang sebagai subjek berhadap-hadapan dengan 
lain pihak yang memeriksa atau mendakwa yaitu kepolisian atau 
kejaksaan sedemikian rupa sehingga  kedua pihak mempunyai hak-hak 
yang sama nilainya (asas accusatoir) (M.Yahya Harahap, 2002:40). 
 
 
 
Sedangkan Andi Hamzah berpendapat bahwa asas-asas penting yang 
terdapat dalam hukum acara pidana adalah sebagai berikut: 
1) Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan; 
2) Asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocence).  
Sebelum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, 
maka setiap orang tersangka/terdakwa wajib dianggap tidak bersalah; 
3) Asas oportunitas. 
Penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik 
jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum; 
4) Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. 
Terdapat pengecualian, yaitu mengenai delik yang berhubungan dengan 
rahasia militer atau yang menyangkut ketertiban umum (openbare orde); 
5) Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim. 
Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan 
orang; 
6) Asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap. 
Pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim 
karena jabatannya dan bersifat tetap. Untuk jabatan tersebut diangkat 
hakim-hakim yang tetap oleh kepala negara; 
7) Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum; 
8) Asas akusator dan inkisitor (accusatoir dan inquisitoir). 
Kebebasan memberi dan mendapatkan nasehat hukum menunjukkan 
bahwa dengan KUHP telah dianut asas akusator; 
9) Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. 
Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, 
artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi (Andi Hamzah, 
2002:10-22). 
 
2. Tinjauan Umum Tentang Pra Peradilan 
a. Pengertian Pra Peradilan 
Kalau kita teliti, istilah yang dipergunakan oleh KUHAP ”Pra 
Peradilan” maka maksud dan artinya secara harfiah berbeda. Pra artinya 
sebelum, atau mendahului. Berarti ”Pra Peradilan” sama dengan sebelum 
pemeriksaan di sidang pengadilan (Andi Hamzah, 1996:1). 
Menurut Pasal 1 butir ke-10 KUHAP, Pra Peradilan adalah wewenang 
pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur 
undang-undang ini tentang : 
1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan 
tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. 
2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan 
atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. 
3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau 
keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan 
ke pengadilan. 
 
b. Tujuan Pra Peradilan 
Seperti yang sudah diketahui, demi untuk terlaksananya kepentingan 
pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberi kewenangan kepada 
penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa 
penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Karena tindakan upaya 
paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan 
pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus 
dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-
undang yang berlaku. Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan 
dengan hukum dan undang-undang merupakan perampasan terhadap hak asasi 
tersangka.  
Pra Peradilan bertujuan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang 
dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan 
itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan 
benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum serta tidak merupakan 
tindakan yang bertentangan dengan hukum. Pengawasan dan penilaian upaya 
paksa inilah yang tidak dijumpai dalam tindakan penegakkan hukum di masa 
HIR. Bagaimanapun perlakuan dan cara pelaksanaan tindakan upaya paksa 
yang dilakukan penyidik pada waktu itu, semuanya hilang oleh kewenangan 
yang tidak terawasi dan tidak terkendali oleh koreksi lembaga manapun. 
Lembaga yang memberi wewenang pengawasan terhadap tindakan 
upaya paksa yang dilakukan pejabat dalam taraf proses pemeriksaan 
penyidikan atau penuntutan inilah yang dilimpahkan KUHAP kepada Pra 
Peradilan. Kalau begitu, pada prinsipnya tujuan utama pelembagaan Pra 
Peradilan dalam KUHAP, untuk melakukan ”pengawasan horisontal” atas 
tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada di 
dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu 
tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang ( M. Yahya 
Harahap, 2002:4 ). 
c. Wewenang Pra Peradilan 
1) Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya upaya paksa 
Inilah wewenang pertama yang diberikan undang-undang kepada 
Pra Peradilan. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan 
dan penahanan. Berarti, seorang tersangka yang dikenakan tindakan 
penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan, dapat meminta 
kepada Pra Peradilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang 
dilakukan penyidik kepadanya.  
2) Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian 
penuntutan. 
Penyidik maupun penuntut umum berwenang menghentikan 
pemeriksaan penyidikan atau penuntutan. Alasan penghentian penyidikan 
yaitu hasil pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti 
untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. Atau apa yang 
disangkakan  kepada tersangka bukan merupakan kejahatan atau 
pelanggaran tindak pidana. 
Dimungkinkan juga penghentian penyidikan atau penuntutan 
dilakukan penyidik atau penuntut umum atas alasan nebis in idem, karena 
ternyata apa yang disangkakan kepada tersangka merupakan tindak 
pidana yang telah pernah dituntut dan diadili, dan putusan sudah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. Bisa juga penghentian dilakukan 
penyidik atau penuntut umum, disebabkan dalam perkara yang 
disangkakan kepada tersangka terdapat unsur kadaluarsa untuk menuntut. 
3) Berwenang memeriksa tuntutan ganti rugi 
Pasal 94 KUHAP mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang 
diajukan keluarganya, tersangka atau penasehat hukumnya kepada Pra 
Peradilan. Tuntutan ganti kerugian diajukan tersangka berdasarkan 
alasan: 
a) Karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah; 
b) Atau oleh karena penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan 
dengan ketentuan hukum dan undang-undang; 
c) Karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap, 
ditahan atau diperiksa; 
d) Memeriksa permintaan rehabilitasi. 
Pra Peradilan berwenang memeriksa dan memutus permintaan 
rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasehat 
hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang 
ditentukan undang-undang. Atau rehabilitasi atas kekeliruan mengenai 
orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke 
sidang pengadilan.  
d. Acara Pemeriksaan Pra Peradilan 
Acara Pemeriksaaan Pra Peradilan untuk ketiga hal yaitu pemeriksaan 
sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan (Pasal 79 KUHAP), 
pemeriksaan sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan 
(Pasal 80 KUHAP), pemeriksaan tentang permintaan ganti kerugian dan atau 
rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat 
sahnya penghentian penyidikan (Pasal 81 KUHAP) ditentukan beberapa hal 
berikut : 
1) Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang 
ditunjuk menetapkan hari sidang; 
2) Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan 
atau penahanan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau 
penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak 
sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian 
penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak 
termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik tersangka 
atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang; 
3) Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 
tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya; 
4) Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, 
sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Pra Peradilan  
belum selesai maka permintaan tersebut gugur; 
5) Putusan Pra Peradilan pada tingkat penyidikan tidak menutup 
kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan Pra Peradilan lagi pada 
tingkat pemerikssaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan 
permintaan baru (semua yang tersebut pada butir 1 sampai dengan 5 ini 
diatur dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP); 
6) Putusan hakim dalam acara pemeriksaan peradilan dalam ketiga hal 
tersebut di atas harus memuat harus memuat dengan jelas dasar dan 
alasannya (Pasal 82 ayat (2) KUHAP); 
7) Selain daripada yang tersebut pada butir 6, putusan hakim itu memuat 
pula : 
a) Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau 
penahanan tidak sah maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada 
tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan 
tersangka. 
b) Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian 
penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan 
terhadap tersangka wajib dilanjutkan. 
c) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau 
penahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumkan jumlah 
besarnya ganti rugi dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam 
hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan 
tersangkanya tidak ditahan maka dalam putusan dicantumkan 
rehabilitasinya. 
d) Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang 
tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantukan 
bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka 
atau dari siapa benda itu disita. 
 
3. Tinjauan Umum Tentang Hakim Komisaris 
a. Pengertian, Wewenang dan Fungsi Hakim Komisaris 
Mengenai adanya lembaga hakim yang telah aktif pada fase 
pemeriksaan pendahuluan hampir didapati pada sistem hukum acara pidana di 
negara Eropa Kontinental, meskipun dengan istilah yang berbeda dan 
kewenangan yang bervariasi. Di Negeri Belanda lembaga hakim yang telah 
berperan dalam fase pemeriksaan pendahuluan tersebut disebut dengan 
Rechter Commisaris. Rechter Commisaris di Negeri Belanda ini berfungsi 
baik sebagai pengawas maupun melakukan tindakan eksekutif (Loebby 
Loqman, 1985:47). 
Sebagai pengawas Rechter Commisaris mengawasi apakah upaya 
paksa dilakukan dengan sah atau tidak, Rechter Commisaris dalam melakukan 
tindakan eksekutif, berhak untuk memanggil orang, memeriksanya serta 
mengadakan penahanan, jadi tidak hanya sebagai ’investigating judge’. Dalam 
pelaksanaan upaya paksa, Hakim Komissaris juga mempunyai wewenang 
untuk mengawasi. 
Hakim Komisaris dimaksudkan sebagai hakim yang mempunyai 
wewenang dalam tahap pemeriksaan pendahuluan (Loebby Loqman, 
1985:30). Wewenang Hakim Komisaris dalam tahap pemeriksaan 
pendahuluan untuk hal-hal sebagai berikut : 
1) Melakukan pengawasan apakah upaya paksa dilaksanakan sesuai ataukah 
bertentangan dengan hukum; 
2) Menetapkan siapa yang akan melanjutkan penyidikan jika perihal 
penyidikan ini ada sengketa antara polisi dan jaksa; 
3) Bertindak secara eksekutif, antara lain turut serta memimpin pelaksanaan 
upaya paksa; 
4) Mengambil keputusan atas pengaduan-pengaduan yang diajukan oleh 
para pencari keadilan. 
Hakim Komisaris yang diintrodusir tersebut bukan saja sebagai hakim 
pengawas dalam tahap pemeriksaan pendahuluan akan tetapi juga bertindak 
aktif dalam pelaksanaan upaya paksa dalam pemeriksaan pendahuluan. 
Sehingga diharapkan tidak terjadi adanya penyimpangan dalam pelaksanaan 
upaya paksa. 
Dengan terjadinya tumpang tindih dalam penyidikan yang disebabkan 
oleh adanya tiga undang-undang yang mengatur perihal penyidikan, yakni 
HIR, Undang-undang Pokok Kepolisian serta Undang-undang Pokok 
Kejaksaan, maka sering pula terjadi adanya sengketa siapakah yang berhak 
atau siapakah yang akan meneruskan suatu penyidikan terhadap suatu perkara. 
Atas dasar pemikiran tersebut maka Hakim Komisaris diberikan wewenang 
untuk menetapkan siapa yang akan meneruskan suatu penyidikan. 
Untuk lebih jelas sejauh mana fungsi dan wewenang Hakim Komisaris 
yang diintrodusir pada konsep Rancangan Undang-undang Hukum Acara 
Pidana, baik pada konsep tahun 1973 maupun yang terdapat dalam konsep 
tahun 1974, maka di bawah ini adalah pasal-pasal yang bersangkutan dengan 
Hakim Komisaris yakni yang termuat dalam Bagian Ketiga Tentang Hakim 
Komisaris, yakni sebagai berikut:  
1) Di tiap Pengadilan Negeri diangkat seorang atau lebih Hakim  Komisaris, 
untuk perkara pidana selama 2 tahun (Pasal 99 ayat (1)); 
2) Hakim     Komisaris      melakukan     pengawasan        terhadap 
pengeterapan penangkapan, penggeledahan badan, pemasukkan rumah, 
penyitaan dan pemeriksaan surat-surat (Pasal 100 ayat (1)) ; 
3) Hakim Komisaris dapat melakukan penangkapan, penahanan, 
penggeledahan badan, pemasukkan rumah dan pemeriksaan surat-surat 
atas permintaan penyidik/penuntut umum (Pasal 100 ayat (2)); 
4) Apabila dalam waktu yang bersamaan terjadi penyidikan yang dilakuakn 
oleh instansi-instansi penyidikan yang berlainan, maka Hakim Komisaris 
atas permintaan dari penyidik dapat menentukan penyidik mana yang 
melakukan penyidikan (Pasal 100 ayat (3)) ; 
5) Hakim Komisaris dapat menerima keberatan-keberatan dari pihak-pihak 
yang dikenakan tindakan-tindakan (Pasal 100 ayat (4)) ; 
6) Hakim Komisaris berwenang mendapat keterangan-keterangan yang 
diperlukan dalam lingkungan kewajibannya dari petugas dan lain-lain 
pihak yang bersangkutan (Pasal 101) ; 
7) Apabila Hakim Komisaris menolak permintaan penyidik tersebut dalam 
Pasal 100 ayat (3) maka penyidik dapat mengajukan hal tersebut kepada 
Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat penyelesaian (Pasal 102) ; 
8) Apabila dalam pengeterapan tindakan hukum tersebut dalam Pasal 47 
ayat (1) terjadi sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum, maka 
Hakim Komisaris memberitahukan hal tersebut kepada penyidik (Pasal 
103 ayat (1)) ; 
9) Apabila penyidik tidak mengindahkan pemberitahuan tersebut, maka 
Hakim Komisaris memberitahukannya kepada Ketua Pengadilan Negeri 
dan tembusannya kepada penyidik (Pasal 103 ayat (2)) ; 
10) Pemberitahuan oleh Hakim Komisaris kepada Ketua Pengadilan Negeri 
tersebut dalam ayat (2) menjadi bahan pertimbangan untuk Hakim dalam 
memeriksa perkara yang bersangkutan (Pasal 103 ayat (3)). 
Dengan melihat fungsi serta wewenang Hakim Komisaris yang 
termuat dalam konsep Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana tersebut diatas, maka Hakim Komisaris merupakan suatu lembaga 
Hakim yang telah aktif dalam fase pemeriksaan pendahuluan. Sehingga 
Hakim Komisaris mempunyai wewenang yang lebih luas daripada sistem Pra 
Peradilan. 
b. Antara Rechter Commisaris dan Pra Peradilan 
Rechter Commisaris ini terdapat juga di Indonesia pada saat 
diberlakukanya Reglement op de Strafvordering, ialah yang diatur dalam titel 
kedua tentang ’Van den regter commissaris en van de voorloopige 
information’. Fungsi Regter Commissaris yang terdapat di dalam Reglement 
op de Strafvordering yang kami sebutkan diatas meliputi juga fungsi 
’Investigating’, seperti memanggil tersangka (Pasal 47 R.sV.) memanggil para 
saksi (Pasal 46 R.sV.) memerintahkan untuk melakukan penahanan sementara 
terhadap tersangka (Pasal 62 R.sV.), bahkan apabila saksi maupun tersangka 
dengan alasan sakit yang diperkuat dengan keterangan dokter tidak dapat 
memenuhi panggilan Rechter Commissaris , maka Regter Commissaris dapat 
mendatangi ke rumah para saksi maupun rumah tersangka (Pasal 56 R.sV.). 
Hanya saja setelah diberlakukan Herziene Indische Reglement dengan 
Staatsblad No.44 Tahun 1941, Regter Commissaris tidak didapati lagi di 
dalamnya. Jadi sebenarnya suatu lembaga hakim yang telah berperan aktif di 
dalam fase pemeriksaan pendahuluan bukanlah merupakan suatu hal yang 
baru bahkan di Indonesia sendiri, hanya saja setelah lama kita memberlakukan 
Herziene Indische Reglement (HIR) maka seolah-olah adanya suatu hakim 
yang aktif dalam fase pemeriksaan pendahuluan adalah merupakan suatu hal 
yang baru. 
 
B. Kerangka Pemikiran 
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Dalam hal penegakan hukum, hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih 
sempit daripada Hukum Pidana, yaitu hanya mulai pada mencari kebenaran, 
penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh 
jaksa. Dengan terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia 
diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses 
pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung. 
KUHAP tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, tetapi bagian-
bagiannya seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, pra peradilan, putusan 
pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan 
lain-lain. 
Sistem Pra Peradilan merupakan hal baru dalam dunia peradilan Indonesia. 
Pra Peradilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP di 
tengah-tengah kehidupan penegakkan hukum. Akan tetapi mekanisme Pra Peradilan 
dianggap tidak bekerja sebagaimana mestinya karena dalam pelaksanaanya dianggap 
banyak merugikan masyarakat pencari keadilan seperti prosedur yang berbelit-belit, 
banyaknya waktu yang terbuang, biaya yang mahal, dan tidak tertutup suatu 
kemungkinan intimidasi dari aparat penegak hukum. Pemerintah melalui Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan 
yang terjadi dalam hal penegakan hukum akan mengganti sistem Pra Peradilan dan 
digantikan dengan suatu sistem yang baru yaitu Hakim Komisaris. Di mana sistem 
tersebut untuk  memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat secara 
efektif serta prospek pengaturannya dalam undang-undang hukum acara pidana yang 
akan datang atau KUHAP yang baru. 
 
 
 
 
BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Keberadaan Sistem Hakim Komisaris Sebagai Alternatif Pengganti Sistem 
Pra Peradilan Untuk Memberikan Keadilan Dan Kepastian Hukum Bagi 
Masyarakat Secara Efektif Di Masa Yang Akan Datang 
 
1. Latar Belakang Timbulnya Konsep Sistem Hakim Komisaris di Indonesia 
a. Proses Pembahasan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana 
Hal yang dikhususkan dalam pembaharuan KUHAP adalah rencana 
menggantikan sistem Pra Peradilan dengan Hakim Komisaris  karena 
sistem Pra Peradilan terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan. Sistem 
Pra Peradilan secara prinsip diterima dan diberlakukan dalam Undang-
undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana, tetapi sistem Pra Peradilan mempunyai tugas dan wewenang yang 
sangat terbatas. Hal tersebut diakibatkan oleh keterbatasan wawasan pada 
saat KUHAP diundangkan, serta dituasi kondisi politik yang tidak 
memungkinkan jaminan atas hak asasi yang lebih luas pada saat KUHAP 
diundangkan. 
 
Kekurangan dan kelemahan sistem  Pra Peradilan memicu 
timbulnya pemikiran menggantikan sistem Pra Peradilan oleh sistem 
Hakim Komisaris, tetapi konsep Hakim Komisaris ini bukan saat ini saja 
dibahas dalam RUU KUHAP. Konsep Hakim Komisaris tidak terdapat 
dalam draft  tahun 1979 dari Rancangan Undang-undang Kitab Hukum 
Acara Pidana, yang sekarang telah menjadi Undang-undang No. 8 Tahun 
1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, melainkan 
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terdapat dalam Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana yang 
pernah dibuat dan diajukan ke DPR-RI dalam draft tahun 1974. Hal ini 
menunjukan bahwa konsep Hakim Komisaris bukanlah suatu konsep yang 
baru di Indonesia karena sebelumnya pernah diajukan dalam Rancangan 
Undang-undang Kitab Hukum Acara Pidana. 
 
Istilah Hakim Komisaris pertama kali dikenal di Indonesia pada 
saat diberlakukannya Reglement op de Strafvoerdering, yang didalamnya 
mengatur tentang Van de Rechter –Commisaris yang memiliki fungsi dan 
wewenang sebagai pengawas untuk mengawasi apakah tindakan upaya 
paksa (dwang middelen), yang meliputi penangkapan, penahanan, 
penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat, dilakukan secara 
sah atau tidak. Wewenang lain yang terdapat dalam Reglement op de 
Strafvoerdering mengenai Rechter –Commisaris atau Hakim Komisaris 
adalah Hakim Komisaris dapat melakukan tindakan eksekutif untuk 
memanggil orang, baik para saksi maupun tersangka, mendatangi rumah 
para saksi maupun tersangka, dan juga memeriksa serta melakukan 
penahanan sementara terhadap tersangka. Istilah Rechter –Commisaris 
kemudian tidak digunakan lagi setelah diberlakukannya Herziene Indische 
Reglement (HIR) dengan Staatsblad No. 44 Tahun 1941. 
 
Hakim Komisaris diperkenankan sebagai suatu lembaga hakim 
yang berperan aktif dalam tahap pemeriksaan pendahuluan, yaitu pada 
tahap penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan 
pemeriksaan surat-surat pada draft RUU KUHAP tahun 1974. Dalam draft 
RUU tahun 1974 ini, Hakim Komisaris adalah hakim yang mempunyai 
wewenang dalam tahap pemeriksaan pendahuluan untuk hal-hal sebagai 
berikut: 
1) Melakukan suatu pengawasan terhadap upaya paksa yang dilaksanakan 
sesuai ataukah bertentangan dengan hukum; 
2) Menetapkan siapa yang akan melanjutkan penyidikan apabila di dalam 
perihal penyidikan terdapat sengketa antara polisi dan jaksa; 
3) Bertindak secara eksekutif, yaitu turut serta memimpin pelaksanaan 
upaya paksa; dan 
4) Mengambil keputusan atas pengaduan-pengaduan yang diajukan oleh 
pencari keadilan. 
 
Hakim Komisaris mempunyai wewenang tidak hanya sebagai 
hakim pengawas dalam tahap pemeriksaan pendahuluan tetapi juga untuk 
ikut serta memimpin pelaksanaan upaya paksa, menentukan penyidik mana 
yang melakukan penyidikan apabila terjadi sengketa antara polisi dan 
jaksa, serta mengambil keputusan atas keberatan-keberatan yang diajukan 
oleh pihak-pihak yang dikenakan tindakan upaya paksa. Tujuan dari 
lembaga Hakim Komisaris ini adalah untuk melindungi jaminan atas hak 
asasi manusia dalam dilaksanakannya proses pidana yang menghindari 
terjadinya hambatan dalam proses pidana atas timbulnya selisih antara 
petugas penyidik dari instansi yang berbeda, dalam hal ini adalah polisi dan 
jaksa, akibat adanya tiga undang-undang yang mengatur mengenai perihal 
penyidikan hingga diundangkannya KUHAP, yaitu HIR, Undang-undang 
Pokok Kepolisian dan Undang-undang Pokok Kejaksaan. 
 
Pada saat konsep Hakim Komisaris diajukan dalam draft RUU 
KUHAP tahun 1974, banyak tanggapan atas konsep Hakim Komisaris, 
baik tanggapan yang bersifat positif yaitu mendukung atas akan adanya 
Hakim Komisaris serta tanggapan yang bersifat negatif yaitu menentang 
dan tidak menyutujui akan hadirnya Hakim Komisaris. Berbagai tanggapan 
dan reaksi tersebut dikemukakan oleh para anggota DPR maupun 
pemerintah pada saat itu. Terlebih lagi reaksi paling keras akan keberatan 
dengan konsep Hakim Komisaris ini disampaikan dari kalangan Kejaksaan. 
Kejaksaan menganggap, dalam tahap pemeriksaan pendahuluan, 
pengawasan adalah wewenang Kejaksaan karena hal tersebut diatur secara 
jelas di dalam HIR, Undang-undang Pokok Kepolisian, dan Undang-
undang Pokok Kejaksaan . Alasan lain yang diungkapkan untuk 
menguatkan atas tidak disetujuinya Hakim Komisaris yaitu didasari pada 
banyaknya instansi yang sudah berperan sesuai kewenangannya pada tahap 
pemeriksaan pendahuluan, yang melibatkan Polisi dan Kejaksaan, maka 
dengan akan dibentuknya Hakim Komisaris ini dapat menimbulkan suatu 
hambatan birokratis baru yang negatif,  karena dikhawatirkan dengan 
adanya instansi baru maka prosedur peradilan di Indonesia akan berbelit-
belit dan akan adanya tumpang tindih kewenangan antara instansi-instansi 
yang terkait. 
 
Dukungan dan tanggapan positif yang menyetujui akan adanya 
lembaga Hakim Komisaris mempunyai pendapat bahwa dalam tahap 
pemeriksaan pendahulunan tidak cukup apabila dilakukan pengawasan 
secara vertikal saja, yaitu pengawasan secara struktural, dari atasan kepada 
bawahannya, yang dilakukan oleh kepolisian maupun kejaksaan sendiri 
yang mana perihal pengawasan itu diatur didalam HIR serta Undang-
undang Pokok Kejaksaan, tetapi juga perlu dilakukan pengawasan secara 
horizontal, yaitu pengawasan oleh Hakim Komisaris itu sendiri. Timbulnya 
pendapat bahwa dibutuhkan tidak hanya pengawasan secara vertikal dalam 
tahap penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, 
penyitaan, serta penuntutan, tetapi juga dibutuhkan pengawasan secara 
horizontal oleh lembaga lain yang juga melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan upaya paksa dikarenakan banyak terjadi pelanggaran-
pelanggaran dalam upaya paksa, dan lembaga Hakim Komisaris 
diharapkan dapat melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan 
kewenangan yang di berikan dalam tahap penyelidikan hingga tahap 
penuntutan, khusunya terhadap upaya paksa. 
 
Fungsi dan kewenangan Hakim Komisaris yang terdapat dalam 
draft Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana tahun 1974, dapat 
kita lihat pada Pasal 99 sampai dengan Pasal 103 dalam draft Rancangan 
Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tahun 1974 
tersebut, dengan fungsi dan kewenangan dari Hakim Komisaris yang 
termuat dalam Bagian Ketiga Tentang Hakim Komisaris,yaitu : 
 
Pasal 99 
1. Di tiap Pengadilan Negeri diangkat seorang atau lebih Hakim 
Komisaris, untuk perkara pidana selama 2 tahun. 
2. Pengangkatan atau pemberhentian Hakim Komisaris dilakukan oleh 
Menteri Kehakiman. 
3. Hakim Komisaris selam masa jabatannya, dibebaskan sebagai hakim 
yang bersidang. 
4. Untuk pelaksanaan tugas Hakim Komisaris pada Pengadilan Negeri 
yang bersangkutan, ada sebuah Sekretariat. 
 
Pasal 100 
1. Hakim Komisaris melakukan pengawasan terhadap pengeterapan 
penangkapan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan 
pemeriksaan surat-surat. 
2. Hakim Komisaris dapat melakukan penangkapan, penahanan, 
penggeledahan badan, pemasukan rumah dan pemeriksaan surat-surat 
atas permintaan penyidikan/penuntut umum. 
3. Apabila pada waktu yang bersamaan terjadi penyidikan yang dilakukan 
oleh instansi-instansi penyidikan yang berlainan, maka Hakim 
Komisaris atas permintaan dari penyidikan dapat menentukan penyidik 
mana yang melakukan penyidikan. 
4. Hakin Komisaris dapat menerima keberatan-keberatan dari pihak-pihak 
yang dikenakan tindakan-tindakan. 
 
Pasal 101 
Hakim Komisaris berwenang mendapat keterangan-keterangan               
yang diperlukan dalam lingkungan kewajibannya dari petugas dan lain-lain 
pihak yang bersangkutan. 
 
 
 
 
 
Pasal 102 
Apabila Hakim Komisaris menolak permintaan penyidik tersebut dalam 
pasal 100 ayat (3) maka penyidik dapat mengajukan hal tersebut kepada 
Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penyelesaian. 
 
Pasal 103 
1. Apabila dalam pengeterapan, tindakan hukum tersebut dalam pasal 47 
ayat (1) terjadi sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum maka 
Hakim Komisaris memberitahukannya hal tersebut kepada penyidik. 
2. Apabila penyidik tidak mengindahkan pemberitahuan tersebut,maka 
Hakim Komisaris memberitahukannya kepada Ketua Pengadilan Negeri 
dan tembusannya kepada penyidik. 
3. Pemberitahuan oleh Hakim Komisaris kepada Ketua Pengadilan Negeri 
tersebut dalam ayat (2) menjadi bahan pertimbangan untuk hakim dalam 
memeriksa perkara yang bersangkutan. 
 
Apabila kita perhatikan dari pasal-pasal diatas, maka konsep Hakim 
Komisaris dalam draft tahun 1974 merupakan suatu lembaga hakim yang 
telah aktif dalam fase pemeriksaan pendahuluan, yaitu tahap penangkapan, 
penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat. 
Dalam penjelasan bagian umum dari Rancangan Undang-undang 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana draft tahun 1974 disebutkan 
mengenai latar belakang dari dibentuknya Hakim Komisaris, yaitu: 
 
HIR yang berasal dari jaman Hindia Belanda tidak memberi  jaminan 
cukup bagi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam suatu proses pidana. 
Khususnya mengenai bantuan hukum di dalam pemeriksaan pendahuluan 
tidak diatur dalam HIR, sedangkan mengenai hak pemberian ganti rugi 
(right of compensation) juga tidak terdapat ketentuan-ketentuannya. 
Selain dari itu sistem pengawasan terhadap pelaksanaan wewenang 
petugas-petugas, khususnya mengenai pengawasan dalam pemeriksaan 
pendahuluan dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan 
perlu diatur sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman. Pengaturan kembali sistem pengawasan itu mempunyai 
pengaruh terhadap penentuan lembaga-lembaga dalam proses perkara 
pidana serta fungsinya masing-masing. Prinsip peran aktif dari hakim 
dalam suatu proses pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 
Undang-undang No. 14 Tahun 1970 menghendaki bahwa hakim tidak 
hanya mempunyai peranan aktif di dalam sidang, melainkan juga sebelum 
dan sesudah sidang pengadilan. 
Berdasarkan pada peranan aktif dari hakim itu maka pengawasan 
pelaksanaan tindakan-tindakan petugas-petugas dalam pemeriksaan 
pendahuluan diserahkan kepada Hakim Komisaris, sedangkan pengawasan 
sesudah putusan pengadilan diserahkan dilakukan oleh Ketua Pengadilan 
yang bersangkutan (Pasal 33 Undang-undang No. 14 Tahun 1970). 
Dengan dibentuknya lembaga pengawasan baru yaitu Hakim Komisaris, 
maka perlu diatur kembali  hubungan hukum antara Polisi, Jaksa dan 
Hakim dengan Hakim Komisaris dalam pelaksanaan masing-masing 
tugasnya. 
 
Fungsi dan wewenang Hakim Komisaris dijelaskan  pula pasal 
demi pasal dalam penjelasan Rancangan Undang-undang KUHAP draft 
tahun 1974, yaitu sebagai berikut: 
 
Pasal 99 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 
1970 bahwa badan yang melakukan peradilan umum, peradilan agama, 
peradilan militer dan peradilan tata usaha negara maing-masing 
organisatoris, administratife dan finansial ada dibawah kekuasaan masing-
masing Departemen yang bersangkutan, dan sesuai pula dengan penjelasan 
umum dari undang-undang tersebut bahwa khususnya dalam soal-soal 
kepegawaian yang bersangkutan dengan hakim dilakukan oleh Pemerintah, 
maka ditentukan dalam Pasal 99 ayat (2) ini bahwa pengangkatan Hakim 
Komisaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman. 
Adapun bahan-bahan yang diperlukan didapat dari Pengadilan Negeri yang 
berkepentingan yang dikirim kepada Menteri Kehakiman melalui Ketua 
Mahkamah Agung. Untuk mencegah hal-hal yang dapat mempengaruhi 
pemeriksaan dimuka sidang, maka Hakim Komisaris tidak dibebani tugas 
bersidang. 
 
Pasal 100 
Dengan mengadakan jabatan Hakim Komisaris yang mempunyai tugas 
antara lain melakukan pengawasan terhadap penerapan ketentuan-
ketentuan mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, 
dan pemeriksaan surat-surat, dimaksud untuk memjamin hak-hak asasi 
daripada  tersangka yang dikurangi, janganlah pengurangannya itu 
berlebih-lebihan dari keperluan yang sebenarnya, atau jangan sampai 
dihapus sama sekali, karena misalnya ada penyelewengan dari kepastian 
hukum yang ada oleh petugas yang bersangkutan, sehingga dengan 
demikian tersangka sangat dirugikan. 
Selain pengawasan tersebut Hakim Komisaris berkewenangan untuk 
menjaga ketertiban dari jalannya kerja sama antara petugas penyidikan, 
yaitu agar tidak terjadi suatu kemacetan oleh timbulnya suatu selisih antar 
penyidik dari instansi yang lainnya dengan mempunyai hak yang sama 
untuk melakukan penyidikan. 
Ketentuan demikian itu tidak secara langsung juga merupakan gangguan 
terhadap hak tersangka untuk mendapatkan suatu putusan yang tidak 
berlarut-larut. 
Dalam halnya ada selisih antara penyidik dari dua atau lebih instansi 
pesnyidik yang berlainan, atas permintaan penyidik, Hakim Komisaris 
menentukan penyidik mana yang melakukan penyidikan. 
 
Pasal 101  
Yang dimaksud dengan petugas adalah selainnya penyidik juga petugas-
petugas lainnya yang ada hubungannya dengan tindakan  pidana yang 
sedang dalam penyidikan. Misalnya para petugas pada jawatan pos dan 
telekomunikasi dalam hubungannya dengan pemeriksaan surat-surat. 
 
Pasal 102 
Berhubung Hakim Komisaris itu adalah petugas dari Pengadilan Negeri 
dan melakukan tugasnya untuk kepentingan penyelesaian perkara pidana 
oleh Pengadilan Negeri yang berdaerah hukum di mana tindak pidana yang 
bersangkutan terjadi maka terhadap keputusan yang diberikan olehnya 
Ketua Pengadilan Negeri tersebut dapat meninjau keputusan-keputusan itu 
dengan tidak menutup kemungkinan untuk dibatalkan olehnya. Apabila 
keputusan itu dibatalkan maka Ketua Pengadilan dapat memberikan 
ketentuan/ketetapan lain setelah dipertimbangkannya masak-masak sampai 
di mana tindakannya itu menguntungkan bagi jalannya pemeriksaan serta 
penyelesaian selanjutnya dari perkara yang dimaksud. 
 
Pasal 103 
Cukup jelas. 
 
Dari fungsi dan wewenang dari Hakim Komisaris yang terdapat 
dalam penjelasan RUU KUHAP  draft tahun 1974 tersebut, dapat kita lihat 
bahwa lembaga Hakim Komisaris tidak hanya sebagai suatu lembaga 
pengawas pada tahap pemeriksaan pendahuluan tetapi juga memiliki 
wewenang yang lebih luas dari sekedar lembaga pengawas, yaitu 
wewenang untuk menyelesaikan perselisihan wewenang antara petugas 
penyidik sebagaimana diketahui bahwa didalam Undang-undang Pokok 
Kepolisian maupun Undang-undang Pokok Kejaksaan bahwa polisi dan 
jaksa sama-sama memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan. Hal ini 
telah disebutkan dalam penjelasan umum yang berhubungan Hakim 
Komisaris bahwa berkaitan dengan Pasal 27 Undang-undang No. 14 Tahun 
1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa 
Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti 
dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, oleh 
karena itu  seorang hakim dituntut peran aktifnya dalam suatu perkara 
pidana dan peran aktif hakim tersebut diwujudkan dengan 
diperkenankannya suatu konsep lembaga yang telah diatur berperan aktif 
pada tahap pemeriksaan pendahuluan yaitu Hakim Komisaris. Hakim 
Komisaris juga diharapkan sebagai lembaga yang menjembatani antar 
petugas penyidik. 
 
Peran aktif hakim tidak hanya dilihat dalam tahap pemeriksaan 
pendahuluan, tetapi juga pada pelaksanaan keputusan pengadilan. Hal ini 
disebutkan dalam penjelasan umum draft RUU KUHAP tahun 1974, yang 
mana penjelasan umum tersebut mengacu pada pasal 33 Undang-undang 
No. 14 Tahun 1970, yaitu mengatur mengenai Pelaksanaan Putusan 
Pengadilan. Kewenangan yang sangat luas dari Hakim Komisaris ini, yang 
salah satunya, menyebatkan ditentangnya konsep lembaga Hakim 
Komisaris. Dengan melihat fungsi dan kewenangnya, lembaga Hakim 
Komisaris dapat dikatakan terlalu banyak mancampuri bidang eksekutif 
yaitu penyidikan yang dinilai merupakan kewenangan dari penyidik dan 
atau kejaksaan selaku penuntut umum. Sayangnya, ketika konsep lembaga 
Hakim Komisaris dalam draft RUU KUHAP  tahun 1974 dalam tahap 
pembahasan DPR, tiba-tiba berhenti begitu saja karena pergantian Menteri 
Kehakiman pada saat itu dari semula yang dijabat oleh Prof. Oemar Seno 
Adji digantikan oleh Mudjono, S.H., yang mengajukan suatu draft baru 
dari Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana dimana beliau tidak 
melanjutkan draft RUU KUHAP 1974, tetapi menggunakan suatu draft 
baru yaitu Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana tahun 1979. 
Draft RUU KUHAP tahun 1979 tersebut tidak menyinggung sama sekali 
tentang lembaga Hakim Komisaris, dalam arti tidak mengabaikan 
mengenai hak tersangka di dalam tahap pemeriksaan pendahuluan, tetapi 
mengenai pengaturannya saja yang berbeda. 
 
Perlindungan hak tersangka untuk kesalahan penangkapan dan 
penahanan dapat dilihat dalam Pasal 86 RUU KUHAP  draft tahun 1979 
yang diatur dalam Bab Tentang Ganti Rugi dan Rehabilitasi, yaitu: 
1. Tersangka atau tertuduh menurut ganti kerugian yang betul dideritanya 
karena penangkapan/penahanan yang telah dilakukan atas dirinya , 
apabila: 
a. Penangkapan/penahanan telah dilakukan tidak menurut ketentuan 
Undang-undang ini; 
b. Kemudian ternyata, bahwa penagkapan/penahanan berikut 
perpanjangannya telah digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak 
dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum; 
c. Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim  tetap menahan 
Tersangka/Tertuduh walaupun ia telah menerangkan bahwa 
bukannya ia orang yang dimaksud untuk ditahan dan kemudian 
terbukti kebenaran keterangannya itu sah menurut hukum. 
2. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya 
dapat ditujukan oleh Tersangka/Tertuduh yang menjalani penahanan 
ahli warisnya kepada Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa 
dan mengadili perkara yang bersangkutan dalam waktu (3) bulan setelah 
perkaranya dihentikan  tanpa penjatuhan hukuman/ tindakan atau 
putusan dengan hukuman/tindakan karena tindak pidana yang tidak 
dapat dikenakan penahanan. 
3. Untuk memeriksa dan mengadili perkara tuntutan ganti kerugian  
tersebut dalam ayat (1) Ketua Pengadilan sebanyak mungkin menunjuk 
hakim-hakim yang sama yang telah memeriksa dan menentukan perkara 
pidana yang bersangkutan. 
4. Tersangka/Tertuduh atau ahli warisnya dipanggil untuk menghadapi dan 
didengar di muka sidang pengadilan dan dapat pula diwakili oleh 
pengacaranya. 
 
Pasal diatas mengatur mengenai perihal perlindungan terhadap hak 
tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan, khususnya yang menyangkut 
upaya paksa, hanya mengenai kesalahan penahanan dan penangkapan saja. 
Pasal ini juga  menyebutkan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi 
pada tahap pemeriksaan pendahuluan tidak ditangani oleh suatu badan 
tertentu, tetapi ditangani langsung oleh Pengadilan Negeri sehingga 
pelanggaran terhadap upaya paksa, terlebih terhadap kesalahan 
penangkapan dan penahanan, tidak diperlukan suatu lembaga khusus, akan 
tetapi proses ganti rugi dan rehabilitasinya diajukan kepada Pengadilan 
Negeri sehingga dalam draft Rancangan Undang-undang Hukum Acara 
Pidana Tahun 1979 tidak mengenal lembaga Hakim Komisaris yang telah 
aktif dalam tahap pemeriksaan pendahuluan. Draft Rancangan Undang-
undang Hukum Acara Pidana Tahun 1979 inilah yang kemudian menjadi 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang diundangkan dengan 
Undang-undang No. 8 tahun 1981. 
 
Draft  RUU KUHAP tahun 1979 ini tidak mengenal lagi lembaga 
Hakim Komisaris, tetapi lembaga hakim yang telah aktif dalam tahap 
pemeriksaan pendahuluan dikenal dengan Praperadilan. Praperadilan tidak 
memiliki  kewenangan seluas lembaga Hakim Komisaris seperti dalam 
draft  RUU KUHAP tahun 1974, yaitu meliputi pengawasan serta 
pelaksanaan upaya paksa, hanya dalam lingkup fungsi pengawasan saja. 
Terlebih dalam KUHAP sendiri tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai 
pengawasan keseluruhan upaya paksa, hanya sebagian dari upaya paksa 
saja yaitu penangkapan dan penahanan saja. 
 
b. Proses Pembahasan RUU KUHAP 
Hakim Komisaris kembali diajukan sebagai pengganti Pra Peradilan 
karena setelah dua puluh tujuh tahun KUHAP diundangkan ternyata sistem 
Pra Peradilan memiliki kelemahan yang menyebabkan penyimpangan dari 
fungsi dan kewenangannya. Pra Peradilan dianggap kurang tidak berjalan 
sebagai mestinya dalam pelaksanaanya karena keberadaan lembaga Pra 
Peradilan yang menyimpang  dari konsep awal diajukan sebagai lembaga 
representasi perlindungan hak asasi manusia, khususnya terhadap 
kedudukan tersangka dalam proses penyidikan dan terdakwa dalam proses 
penuntutan. Pra Peradilan juga dinilai bersifat pasif karena menunggu 
gugatan dari para pihak, dan selain itu lembaga Pra Peradilan tidak berdiri 
sendiri tetapi melekat pada Pengadilan Negeri 
http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15603&cl=Kolom> 
 
Pembentukan Hakim Komisaris difungsikan untuk mengawasi dan 
mengontrol aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas. Hal ini 
dikarenakan oleh kondisi yang terjadi pada praktek peradilan yaitu aparat 
penegak hukum terlalu berkuasa dan cenderung untuk menyalahgunakan 
kekuasaanya tersebut. Kesewenang-wenangan aparat penegak hukum ini 
dapat diatasi dengan mewacanakan pembentukan Hakim Komisaris, di 
dalam RUU KUHAP, disetiap wilayah kerja pengadilan negeri. Dengan 
demikian, diharapkan RUU KUHAP dapat menutup “lubang” di dalam 
KUHAP yang berpotensi disalahgunakan oleh aparat penegak hukum 
<www.komisiyudisial.go.id/index2. php?option=isi&do_pdf=1&id=524>. 
 
Pengajuan kembali konsep Hakim Komisaris pada RUU KUHAP 
tidak jauh berbeda dengan konsep yang sebelumnya pernah diajukan pada 
konsep Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP draft tahun 1974. Berbagai 
tanggapan positif maupun tanggapan negatif bermunculan berkaitan 
dengan konsep Hakim Komisaris yang kembali diajukan dalam RUU 
KUHAP, maupun menganai kritik atas Pra Peradilan. Tanggaapan-
tanggapan ini muncul dari berbagai kalangan, baik itu dari pemerintah, 
praktisi hukum, guru besar bidang hukum, maupun masyarakat luas. 
Tanggapan keras menentang adanya Hakim Komisaris dilontarkan oleh 
advokat senior, Adnan Buyung Nasution. Beliau adalah salah satu 
konseptor adanya Pra Peradilan dalam KUHAP. 
 
Adnan Buyung Nasution menyatakan “Saya pihak yang menentang. 
Saya ingin pertahankan konsep saya yang dulu diterima oleh pemerintah 
dan DPR menjadi Pra Peradilan, sebab saya anggap itu jauh lebih baik dari 
konsep Hakim Komisaris”. Konsep Hakim Komisaris ditentang oleh 
Adnan Buyung Nasution karena dianggap lebih bersifat administratif, 
tertutup, dan tergantung pada Hakim Komisaris yang bersangkutan saja, 
sehingga tidak ada pengawasan dari partisipasi publik. Hal ini yang 
membedakan dengan Pra Peradilan yang lebih terbuka dan disidangkan. 
Konsep awal Pra Peradilan yang disusun dulu olehnya lebih kuat daripada 
yang sekarang diundangkan dalam KUHAP, akan tetapi oleh Pemerintah 
dan DPR kewenangannya dikurangi sehingga hanya berupa pengujian 
formal saja, contohnya apabila seseorang mempersoalkan penahanannya, 
maka hakim akan bertanya apakah ada Surat Perintah Penahanan, jika ada 
maka dianggap cukup. Akan tetapi konsep awal Pra Peradilan 
mempermasalahkan dasar hukum dari Surat Perintah Penahanan tersebut, 
juga bukti-bukti dan kepentingan yang mendesak dikeluarkannya Surat 
Perintah Penahanan tersebut 
<http://hukumonline.com/detail.asp?id=9001&cl =Berita>. 
 
Firmansyah Arifin, Ketua Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 
berpendapat bahwa konsep Hakim Komisaris dapat menimbulkan 
penyalahgunaan kekuasaan karena dapat bertindak yang seolah-olah seperti 
paradilan akibat dari kesewenangannya yang luas, misalnya kewenangan 
penahanan dan izin melakukan penyadapan. Firmansyah Arifin 
berpendapat “Semua fungsi itu  hanya ditentukan oleh satu saja, hal ini 
sangat berbahaya karena berpotensi menimbulkan abuse of power”. Hal ini 
disebabkan karena seluruh fungsi-fungsi tersebut ditentukan oleh seorang 
hakim saja, sehingga berpotensi besar akan adanya penyalahgunaan 
kekuasaan karena Hakim Komisaris dapat mengabaikan atau bertindak 
berlebihan terhadap tersangka 
<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17499&cl=Berita>. 
 
Dalam “Seminar Nasional Pro-Kontra Hakim Komisaris dalam 
RUU KUHAP”, Ketua Tim Perumus RUU KUHAP, Prof. Andi Hamzah, 
berpendapat mengenai pengawasan terhadap Hakim Komisaris. Andi 
Hamzah berpendapat bahwa “ Posisi Hakim Komisaris sangat menentukan, 
oleh karena itu jikalau yang menjadi Hakim Komisaris tidak jujur, maka 
semakin hancur peradilan di Indonesia. Nantinya yang akan terpilih 
menjadi seorang Hakim Komisaris harus melalui beberapa seleksi yang 
sangat ketat, yang nantinya seleksi tersebut diserahkan kepada Pengadilan 
Tinggi pada wilayah hukumnya masing-masing. Seleksi ini bermaksud 
untuk merevitalisasi dari Pra Peradilan, bukan untuk memperpanjang jalur 
birokrasi”. 
 
Menurut Andi Hamzah, Pra Peradilan adalah lembaga yang terdapat 
didalam KUHAP tetapi lembaga ini kurang tidak berjalan sebagimana 
mestinya karena bersifat pasif yaitu menunggu gugatan dari para pihak. 
Lagipula kedudukan sistem Pra Peradilan bukan berdiri sendiri tetepi 
melekat pada Pengadilan Negeri. 
 
Anggota tim perumus RUU KUHAP yang juga sekaligus seorang 
pakar hukum pidana, Teuku Nasrullah, saat debat publik RUU KUHAP di 
Departemen Hukum dan HAM menyatakan “Pembentukan lembaga Hakim 
Komisaris ini untuk menggantikan lembaga Pra Peradilan saat ini. Dengan 
adanya Hakim Komisaris penegak hukum yang melakukan penyelidikan 
perkara tidak lagi bekerja seenaknya”. Menurut Teuku Nasrullah, Hakim 
Komisaris dapat menentukan apakah proses hukum yang dilakukan 
penyidik sudah selesai dengan ketentuan hukum atau tidak, sehingga 
perkara yang diperiksa layak diajukan ke persidangan atau tidak. Dengan 
adanya Hakim Komisaris tersebut, diharapkan kinerja aparat penegak 
hukum akan menjadi lebih baik. Teuku Nasrullah mengatakan “Sebab, 
kondisinya aparat penegak hukum terlalu berkuasa dan cenderung 
menyalahgunakan kekuasaannya”. Hakim Komisaris dipilih dari dari 
hakim Pengailan Negeri oleh Pengadilan Tinggi pada wilayah hukum 
setempat. Hakim Komisaris akan menjalankan masa baktinya dalam waktu 
dua tahun dan setelah dua tahun bertugas, Hakim Komisaris akan 
dikembalikan ke Pengadilan Negeri tempat dia bertugas sebelumnya. 
Selama belum terisi kembali, tugas Hakim Komisaris dijalankan oleh wakil 
ketua Pengadilan Tinggi. 
 Ahli hukum pidana Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo, 
menyatakan bahwa sistem Hakim Komisaris diharapkan dapat menutupi 
kelemahan dari Pra Peradilan. Kewenangan Pra Peradilan terbatas, 
sementara Hakim Komisaris mempunyai wewenang yang lebih luas 
dibandingkan Pra Peradilan dalam RUU KUHAP. Harkristuti berkata 
bahwa “Termasuk untuk melakukan upaya paksa harus mendapatkan ijin”. 
Hakim Komisaris diberi hak inisiatif untuk menilai sebuah upaya paksa, 
misalnya penahanan atau penyitaan, apakah sudah sesuai dengan hukum. 
Bila dilakukan atas perkara sang hakim, maka Hakim Komisaris 
mengeluarkan sebuah ketetapan. Meskipun demikian, prakarsa itu baru 
dapat diambil jika hakim sudah menerima tembusan surat penangkapan, 
penahanan, penyitaan, atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau 
Penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas. Apabila ada 
permintaan dari tersangka atau korban kejahatan untuk menilai sah atau 
tidaknya suatu penangkapan, maka hakim dapat mengeluarkan putusan 
<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=170057>. 
 
2. Fungsi dan Wewenang Hakim Komisaris Dalam draft RUU KUHAP tahun 
2008 
Berdasarkan draft RUU KUHAP tahun 2008, Hakim Komisaris 
mempunyai wewenang yang lebih luas daripada kewenangan sistem Pra 
Peradilan. RUU KUHAP tahun 2008 mengatur fungsi dan wewenang Hakim 
Komisaris dalam Bab IX tentang Hakim Komisaris mulai dari Pasal 111 
sampai Pasal 113 RUU KUHAP tahun 2008. 
 
Pasal 111 
1. Hakim Komisaris berwenang menetapkan atau memutuskan  
a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, 
atau penyadapan; 
b) Pembatalan atau penangguhan penahanan; 
c) Bahwa keterangan yang dibuat tersangka atau terdakwa dengan 
melanggar hak tidak memberatkan diri sendiri; 
d) Alat bukti dan pernyataan yang didapat secara tidak sah tidak dapat 
dijadikan alat bukti; 
e) Ganti kerugian dan atau rehabililtasi untuk seseorang yang ditangkap 
atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik 
yang disita secara tidak sah; 
f) Tersangka atau terdakwa berhak atau diharuskan didampingi oleh 
pengacara; 
g) Bahwa Penyidikan atau Penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang 
tidak sah; 
h) Penghentian penyidikan dan penghentian Penuntutan tidak berdasarkan 
asas oportunitas; 
i) Layak atau tidaknya suatu perkara dilakukan Penuntutan ke Pengadilan; 
j) Pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi 
selama tahap Penyidikan 
2. Permohonan mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 
oleh tersangka atau penasihat hukumnya atau oleh penuntut umum, kecuali 
ketentuan pada ayat (1) huruf i hanya dapat diajukan oleh Penuntut Umum. 
3. Hakim Komisaris dapat memutuskan hal-hal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) atas inisiatifnya sendiri, kecuali ketentuan sebaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf i. 
 
Pasal 112  
1. Untuk membuktikan perkara di Indonesia, saksi yang bertempat tinggal 
diluar negeri diperiksa oleh pejabat yang berwenang di negara tersebut, dan 
keterangan diserahkan kepada pemerintah Indonesia, dalam hal Indonesia 
mempunyai perjanjian bilateral dengan negara tersebut atau bersasarkan 
asas oportunitas. 
2. Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan 
kepada Penyidik atau Penuntut Umum di Indonesia sesuai dengan tahapan 
pemeriksaan perkara, melalui instansi yang berwenang. 
3. Permintaan kepada pemerintah negara lain untuk memeriksa saksi yang 
berada di negara tersebut harus dilengkapi dengan daftar keterangan yang 
diperlukan yang harus dijawab oleh saksi. 
4. Dalam hal keterangan sebaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan ke 
pengadilan, maka keterangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian 
sebagai alat bukti yang sah. 
 
Pasal 113 
1. Jika ada permintaan dari negara lain untuk mengambil keterangan saksi 
atau melakukan tindakan hukum lain di Indonesia untuk kepentingan 
pembuktian perkara yang ada di negara peminta, permintaan tersebut 
dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Tata cara pengambilan keterangan dari saksi atau tindakan dari hukum lain 
sebaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
Undang-undang ini. 
 
Berdasarkan Pasal-pasal yang telah disebutkan diatas, dapat dilihat 
fungsi dan kewenangan dari Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP  tahun 
2008 dengan draft  RUU KUHAP  tahun 1974 terdapat perbedaan konsep. 
Pada draft 1974, dapat diketahui bahwa selain melakukan pengawasan 
terhadap upaya paksa, Hakim  Komisaris juga berwenang menyelesaikan 
perselihan wewenang antara petugas penyidik, yaitu pihak kepolisian dan 
pihak Kejaksaan, apabila ada sengketa antar penyidik dari instansi yang 
berlainan. Selaian itu, Hakim Komisaris pada draft ini masih menempel pada 
Pengadilan Negeri dengan bentuk sebuah sekretariat. 
 
Berbeda dengan konsep Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP  saat 
ini, Hakim Komisaris mempunyai tugas pengawasan terhadap upaya paksa 
yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan, 
baik itu syarat formilnya maupun syarat materialnya. Layak atau tidaknya 
suatu perkara pidana diajukan ke Pengadilan Negeri juga menjadi tugas 
seorang Hakim Komisaris untuk memutuskannya. Selanjutnya, Hakim 
Komisaris juga berwenang untuk memutuskan alat bukti yang tidak sah tidak 
dijadikan alat bukti, memutuskan seorang tersangka atau terdakwa diharuskan 
didampingi seorang penasihat hukum, kemudian memutuskan penyidikan atau 
penuntutan dilakukan untuk tujuan yang tidak sah, memutuskan ganti 
kerugian atau rehabilitasi, memutuskan pelanggaran yang terjadi pada 
tersangka selama tahap Penyidikan. Tugas dan wewenang Hakim Komisaris 
tersebut dilakukan dengan permohonan atau tanpa permohonan oleh tersangka 
atau terdakwa, keluarga, atau kuasanya kepada Hakim Komisaris. Dengan 
demikian tindakan Hakim Komisaris pada tahap pemeriksaan pendahuluan 
bersifat aktif, dan berfungsi baik sebagai examinating judge maupun 
investigating judge. Akan tetapi, apabila terjadi perselisihan mengenai 
kewenangan menyidik oleh Penyidik tidak diatur lebih lanjut di dalam RUU 
KUHAP saat ini. 
 
3. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Upaya Paksa Menurut Konsep  Pra 
Peradilan di Dalam KUHAP dan Konsep Hakim Komisaris Menurut RUU 
KUHAP tahun 2008 
a. Pengawasn Terhadap Upaya Paksa Melalui Konsep Pra Peradilan Menurut 
KUHAP 
Demi tegaknya hukum dan hak asasi manusia maka hendaknya 
penegakan hukum berlangsung dengan cepat, seperti tindakan 
penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan upaya paksa serta 
perbuatan-perbuatan lainnya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, 
polisi, jaksa, dan hakim, dengan dilakukan pengawasan secara maksimal 
terhadap aparat penegak hukum tersebut. Pra Peradilan merupakan 
lembaga yang lahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan 
pengawasan terhadap aparat penegak hukum untuk tidak menyalahgunaan 
wewenang dalam melaksanakan tugasnya. Pada umumnya, pengawasan 
diarahkan kedalam dua bentuk yaitu pengawasan secara vertikal dan 
pengawasan secara horisontal. 
 
Pengawasan vertikal adalah pengawasan yang bersifat intern dalam 
perangkat aparat itu sendiri yang bersifat antara atasan yang berwenang  
langsung dengan bawahan. Lain pula dengan pengawasan horisontal yaitu 
pengawasan antara sesama aparat penegak hukum dalam tingkatan yang 
sama yaitu, polisi, jaksa, dan hakim, saling mengawasi tindakan-tindakan 
yang dapat berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang atau tidak sesuai 
dengan ketentuan hukum yang berlaku. 
 
Dalam pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan, terutama dalam hal 
upaya paksa, selalu ada tingkatan dalam rangka mengurangi kebebasan dan 
pembatasan hak asasi seseorang. Hal ini harus sesuai dengan proporsi 
“demi kepentingan pemeriksaan” dan benar-benar sangat “diperlukan 
sekali” sehingga pelaksanaan upaya paksa tidak dilakukan secara 
berlebihan. Oleh karena itu, terlihat sangat pentingnya suatu pengawasan 
terhadap aparat penegak hukum dalam melaksanakan upaya paksa. Apabila 
kita ketahui bahwa kontrol terhadap setiap aparat penegak hukum telah 
melekat pada lembaga dimana aparat penegak hukum itu bernaung. Kontrol 
ini yang dimaksud sebagai pengawasan vertikal karena dilakukan secara 
bertingkat oleh atasan penegak hukum masing-masing. Tetapi, pengawasan 
secara vertikal dari setiap lembaga yang bersangkutan tidak dapat berjalan 
dengan baik tanpa adanya kesungguhan dan kemauan dari dalam lembaga 
tersebut tanpa kemungkinan adanya campur tangan dari pihak luar dalam 
lembaga tersebut. 
Pra Peradilan, pada prinsipnya, bertujuan untuk melakukan 
pengawasan horisontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan 
aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar 
benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum 
dan perundang-undangan, disamping adanya pengawasan intern dalam 
perangkat aparat itu sendiri. Kewenangan dari lembaga Pra Peradilan 
sendiri adalah untuk memeriksa dan memutus sah dan tidaknya 
penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian 
penuntutan dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang 
perkara pidananya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan. 
Denga kata lain, Pra Peradilan secara tidak langsung melakukan 
pengawasan pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dalam 
tahap penyidikan ataupun penuntutan yang pada prinsipnya tindakan upaya 
paksa melekat pada instansi yang bersangkutan. 
 
Apabila dihubungkan dengan Pasal 80 KUHAP, maka KUHAP 
sebenarnya telah mengakomodir suatu pengawasan antar aparat penegak 
hukum secara horisontal yaitu antara kepolisian dengan kejaksaan dalam 
hal penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Akan tetapi, 
sampai sekarang belum pernah terdengar  perkara bahwa Kejaksaan 
mempraperadilankan Kepolisian atas penghentian penyidikan. Hal ini 
menunjukan bahwa perlu adanya peran serta dari pihak luar lembaga-
lembaga tersebut, yaitu masyarakat pencari keadilan. Berdasarkan pasal 80 
KUHAP, peran serta dari masyarakat tersebut diberikan sebagai “pihak 
ketiga yang berkepentingan”. Masalah yang kemudian muncul adalah 
KUHAP  hanya memberikan rekognisi mengenai pihak ketiga yang 
berkepentingan dalam ketentuan Pasal 80 KUHAP, tetapi KUHAP tidak 
memberikan intepretasi secara jelas mengenai siapa saja yang dapat 
menjadi pihak ketiga yang berkepentingan.  
Dalam logika hukum yang sempit maka pihak ketiga yang 
berkepentingan adalah tersangka atau terdakwa, keluarga dari tersangka 
atau terdakwa, kuasa hukum dari tersangka atau terdakwa, dan pihak-pihak 
yang merasa dirugikan dengan dilakukannya tindakan-tindakan yang 
dilakukan oleh aparat penegak hukum. Timbul pertanyaan apakah saksi 
korban tindak pidana atau pelapor termasuk kedalam katagori “pihak ketiga 
yang berkepentingan”? Menurut pendapat Yahya Harahap bahwa “pihak 
ketiga yang berkepentingan harus diinterprestasikan secara luas karena 
pada dasarnya penyelesaian tindak pidana menyangkut kepentingan 
umum”. Dihubungkan dengan pengawasan dalam pemeriksaan  
pendahuluan, maka apabila tujauan dari mem-Pra Peradilankan 
penghentian penyidikan atau penuntutan untuk “mengawasi” akan adanya 
kemungkinan kekeliruan maupun kesewenangan atas penghentian itu 
secara horisontal, bila dilihat dari pembuat undang-ungang (legislaive 
purpose) dan kehendak publik (public purpose) atas penerapan pihak 
ketiga yang berkepentingan, mencakup masyarakat luas. Manfaat dari 
penafsiran serta penerapan “pihak ketiga yang berkepentingan” secara luas 
adalah untuk mengawasi penghentian penyidikan maupun penuntutan yang 
dilakukan penuntut umum <http://m2s-
consultiung.com/mms/modules/article. php?id=3>. 
 
Dalam praktek Pra Peradilan saat ini, hakim Pra Peradilan hanya 
memeriksa syarat formil dari suatu upaya paksa, padahal syarat materiil 
dari upaya paksa tersebut juga harus diperhatikan. Misalnya, jika seseorang 
ditahan berdasarkan perkara penipuan (Pasal 378 KUHP) dan menuntut 
bahwa penahanan itu tidak sah, maka hakim akan melihat apakah Pasal 378 
KUHP itu sah untuk dilakukan penahanan kepada tersangka atau terdakwa 
berdasarkan Pasal 21 KUHAP, tetapi karena Pasal 378 tercantum dalam 
Pasal 21 ayat (4) butir b, maka hakim Pra Peradilan dapat menyatakan 
tuntutan ditolak. Hakim tidak menilai apakah tersangka atau terdakwa yang 
“diduga keras” benar-benar ada alasan yang konkret dan nyata yang 
menimbulkan kekhawatiran tersebut semata-mata merupakan urusan 
penilaian subyektif dan pihak penyidik atau penuntut umum, atau dengan 
lain perkataan menyerahkan semata-mata kepada hak dikresi dari pihak 
penyidik atau penuntut umum. Akibatnya masih sering terjadi 
penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dilakukan oleh para aparat 
penegak hukum. 
 
Pengawasan oleh Pra Peradilan berdasarkan kewenangannya pada 
Pasal 77 KUHAP untuk menguji dan nenilai kebenarannya dari upaya 
paksa juga terbatas, misalnya untuk tindakan penggeledahan, penyitaan dan 
pembukaan serta pemeriksaan surat-surat tidak dijelaskan dalam KUHAP, 
sehingga menimbulkan ketidakjelasan siapa yang berwenang 
memeriksanya apabila terjadi pelanggaran. Selain itu, lembaga Pra 
Peradilan bukan badan yang dapat berdiri sendiri karena lembaga Pra 
Peradilan masih melekat pada Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, jika ada 
suatu perkara Pra Peradilan, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk seorang 
hakim pengadilan negeri untuk memutus suatu perkara yang diajukan. 
Hakim tersebut tidak independen sehingga dalam memutuskan suatu 
perkara, penilaian secara obyektif dapat berubah menjadi subyektif. 
Demikian dengan Pra Peradilan yang tidak ada sidang apabila tanpa ada 
tuntutan dari pihak-pihak yang berhak memohon pemeriksaan Pra 
Peradilan. Jadi, walaupun terdapat secara nyata dan jelas ada suatu 
penyimpangan dalam upaya paksa penangkapan ataupun penahanan, tetapi 
pihak-pihak yang mengajukan tidak ada, maka hakim Pra Peradilan tidak 
dapat menguji dan menilai kebenaran dari upaya paksa tersebut karena 
hakim Pra Peradilan tidak memiliki kewenangan atas inisiatif sendiri dalam 
mengambil keputusan. Hal-hal inilah yang menjadikan pengawasan pada 
lembaga Pra Peradilan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. 
 
b. Pengawasan Terhadap Upaya Paksa dalam Lembaga Hakim Komisaris 
Menurut RUU KUHAP tahun 2008 
Seiring dengan pembaharuan KUHAP, Indonesia telah meratifikasi 
beberapa konvensi internasional yang substansinya berkaitan langsung 
dengan penegakan hukum, peratifikasian itu dilakukan agar terciptanya 
perlindungan terhadap hak asai manusia dan tegaknya supremasi hukum 
yang terkait substansi dari KUHAP. Hal ini sangat erat dengan pelaksanaan 
upaya paksa dan pengawasannya berdasarkan Hukum Acara Pidana. 
Dengan peratifikasian beberapa konvensi Internasional tersebut, RUU 
KUHAP  memperluas kewenangan pengawasan pada tahap pemeriksaan 
pendahuluan terhadap Hakim Komisaris. 
 
Kewenangan pengawasan pada tahap pemeriksaan pendahuluan 
tercantum dalam Pasal 111 ayat (1) RUU  KUHAP tahun 2008, yang akan 
diuraikan sebagai berikut: 
1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, 
atau penyadapan 
Dalam RUU KUHAP, seluruh tindakan aparat penegak hukum yang 
berkenaan dengan hak asasi manusia dapat diuji dan dinilai 
kebenarannya, yaitu dengan berkaitan langsung dengan upaya paksa. 
RUU KUHAP memuat ketentuan yang diharapkan dapat menutup 
celah-celah yang dapat disalahgunakan oleh aparat penegak hukum, oleh 
karenanya setiap pelaksanaan upaya paksa diharuskan berdasarkan surat 
ijin yang dikeluarkan oleh Hakim Komisaris agar dalam pelaksanaan 
upata paksa tersebut, tersangka mengetahui tuduhan apa yang dikenakan 
padanya sehingga syarat formil dan syarat materiil dari upaya paksa 
tersebut terpenuhi sehingga kemungkinan penyalahgunaan wewenang 
oleh aparat penegak hukum dapat diminimalisir. Apabila dalam keadaan 
terdesak, maka pelaksanaan upaya paksa dapat dilaksanakan tanpa 
menggunakan surat ijin dari Hakim Komisaris, tetapi pelaksanaan upaya 
paksa tersebut wajib dilaporkan kepada Hakim Komisaris paling lambat 
2x24 jam. 
2. Pembatalan atau penangguhan penahanan  
Apabila dalam pelaksanaan upaya paksa terjadi kesalahan, misalanya 
terjadi kesalahan salah tangkap sehingga tersangka tidak dapat 
dikenakan penahanan maka Kakim Komisaris berhak untuk 
membatalkan penahanan atas tersangka yang salah tangkap tersebut. 
Selain itu, Hakim Komisaris juga berhak menangguhkan penahanan, 
karena kewenangannya, atas permintaan tersangka dengan jaminan uang 
dan atau orang. 
3. Bahwa keterangan yang dibuat tersangka atau terdakwa dengan 
melanggar hak tidak memberatkan diri sendiri 
Ketika seorang tersangka atau terdakwa bersedia untuk memberikan 
keterangannya, maka tersangka atau terdakwa tersebut perlu diingatkan 
bahwa keterangannya dapat menjadi alat bukti, walaupun keteranganya 
tersebut dapat dicabut oleh tersangka atau terdakwa tersebut. Hakim 
Komisaris dapat menilai apakah keterangan yang diberikan tersangka 
atau terdakwa tersebut dapat memberatkan tersangka atau terdakwa 
tersebut. 
4. Alat bukti atau pernyataan yang didapat secara tidak sah tidak dapat 
dijadikan alat bukti 
Dalam pelaksaan upaya paksa dalam tahap penyidikan, misalnya 
penggeledahan dan penyitaan, diperlukan surat tugas dan surat ijin dari 
Hakim Komisaris. Surat ijin tersebut harus menguraikan alasan lokasi 
yang akan digeledah dan dasar bahwa terdapat benda atau alat bukti 
yang berkaitan dengan tindak pidana didalam lokasi tersebut dan 
melakukan penyitaan jika benda atau alat bukti yang terkait dengan 
tindak pidana ditemukan pada lokasi yang dimaksud. Apabila alat bukti 
disita atau didapat dengan diluar yang diatur dalam ketentuan 
perundang-undangan, maka alat bukti tersebut dinyatakan tidak sah oleh 
Hakim Komisaris dan tidak bisa digunakan sebagai alat bukti dalam 
pokok perkara. 
5. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi untuk seoranga yang ditangkap atau 
di tahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang 
disita secara tidak sah 
Apabila Hakim Komisaris telah memutuskan mengenai penahanan  
yang tidak sah, maka Hakim Komisaris menetapkan jumlah pemberian 
ganti kerugian dan/atau rehabilitasi. Sedangkan mengenai penyitaan 
yang tidak sah, dalam waktu paling lambat (1) satu hari setelah 
ditetapkan atau diputuskan, benda yang disita harus dikembalikan 
kepada yang paling berhak kecuali terhadap benda yang terlarang, 
misalnya narkoba. 
6. Tersangka atau terdakwa berhak atau diharuskan didampingi oleh 
pengacara 
Sebelum dimulai pemeriksaan oleh Penyidik terhadap tersangka yang 
melakukan suatu tindak pidana, Penyidik wajib memberitahukan kepada 
tersangka tentang haknya untuk mendaptkan bantuan hukum  dan wajib 
didampingi oleh penasihat hukum dalam perkara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 93 ayat (1). Tersangka atau terdakwa, menurut Hakim 
Komisaris, dapat tidak diwakili oleh penasihat hukumnya, misalnya 
apabila tindak pidana yang dilakukannya termasuk kedalam pelanggaran 
HAM berat, terorisme atau perdagangan senjata. 
7. Bahwa Penyidikan dan Penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang 
tidak sah 
Hakim Komisaris berhak memutuskan atau menetapkan suatu 
penyidikan atau penuntutan tidak sah apabila dilakukannya Penyidikan 
atau Penuntutan itu, misalnya, untuk menggelapkan barang bukti, 
menyalahgunakan wewenang untuk meminta uang/fasilitas kepada 
terdakwa, melakukan rekayasa dalam penanganan perkara, adanya KKN  
dalam penanganan perkara, dan sebagainya. 
8. Penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan tidak berdasarkan 
asas oportunitas 
Asas oportunitas adalah kewenangan untuk menuntut atau tidak 
menuntut perkara dan untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan. 
Penyelesaian di luar pengadilan ini dipertanggungjawabkan kepada 
Kepala Kejaksaan Tinggi setiap bulan. Apabila Hakim Komisaris 
menetapkan atau memutuskan bahwa penghentian penyidikan atau 
penghentian penuntutan tidak sah, Penyidik atau Penuntut Umum harus 
segera melanjutkan Penyidikan atau Penuntutan. 
9. Layak atau tidaknya suatu perkara dilakukan penuntutan ke pengadilan 
Layak atau tidaknya suatu perkara dilakukan penuntutan ke pengadilan 
diajukan oleh penuntut umum kepada Hakim Komisaris. Hakim 
Komisaris berhak memeriksa tersangka dan saksi serta mendengar 
kesimpulan dari penuntut umum. Apabila suatu perkara tidak layak 
dilakukan penuntutan, maka Penuntut Umum mengeluarkan Surat 
Perintah Penghentian Penuntutan, dan putusan yang dikeluarkan Hakim 
Komisaris merupakan pertama dan terakhir. Akan tetapi, Penuntut 
Umum dapat meminta kepada Hakim Komisaris agar penuntutan 
dilanjutkan apabila terdapat bukti baru atas perkara tersebut. 
10. Pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi 
selama tahap Penyidikan 
Apabila ada pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dalam tahap 
panyidikan, misalnya tersangka yang ditangkap atau ditahan tidak 
langsung di proses pemeriksaan lebih dari satu hari, maka tersangka 
berhak mengajukan permohonan Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi 
kepada Hakim Komisaris karena tersangka merasa haknya untuk segera 
di proses diabaikan. 
4. Perbandingan Pengawasan Atas Pemeriksaan Pendahuluan Antara Lembaga 
Pra Peradilan dan Lembaga Hakim Komisaris Dalam RUU KUHAP tahun 
2008 
Pra Peradilan Menurut KUHAP Hakim Komisaris Menurut RUU 
KUHAP tahun 2008 
1. Kewenangan Pra Peradilan 
(Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) 
KUHAP) 
Pasal 77  
Pengadilan Negeri berwenang 
untuk memeriksa dan memutus 
sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam Undang-undang ini 
tentang: 
a) Sah atau tidaknya 
penangkapan, penahanan, 
penghentian penyidikan, atau 
penghentian penuntutan; 
b) Ganti kerugian dan atau 
rehabilitasi bagi seseorang 
yang perkara pidananya 
dihentikan pada tingkat 
penyidikan atau penuntutan. 
Pasal 78 ayat (1) 
Yang melaksanakan wewenang 
Pengadilan Negeri sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 77 adalah 
Pra Peradilan. 
1. Kewenangan Hakim 
Komisaris (Pasal 111 ayat (1) 
RUU KUHAP) 
Pasal 111 ayat (1) 
Hakim Komisaris berwenang 
menetapkan atau memutuskan; 
a) Sah atau tidaknya 
penangkapan, penahanan, 
penggeledahan, penyitaan, 
atau penyadapan; 
b) Pembatalan atau 
penangguhan penahanan; 
c) Bahwa keterangan yang 
dibuat tersangka atau 
terdakwa dengan melanggar 
hak tidak memberatkan diri 
sendiri; 
d) Alat bukti dan penyataan 
yang didapat secara tidak sah 
dapat dijadikan alat bukti; 
e) Ganti kerugian dan atau 
rehabilitasi untuk seseorang 
yang ditangkap atau ditahan 
secarat tidak sah atau ganti 
 Analisa: 
Dalam ketentuan Pasal 77 
KUHAP, tidak semua upaya paksa 
dapat diajukan Pra Peradilan. 
Hanya sah atau tidaknya 
penangkapan atau penahanan, 
sedangkan mengenai 
penggeledahan dan penyitaan tidak 
dapat diajukan Pra Peradilan. 
 
 
 
kerugian untuk setiap hak 
milik yang disita secara tidak 
sah; 
f) Tersangka atau terdakwa 
berhak atau diharuskan 
didampingi oleh pengacara; 
g) Bahwa penyidikan atau 
Penuntutan telah dilakukan 
untuk tujuan yang tidak sah; 
h) Penghentian Penyidikan atau 
penghentian Penuntutan 
tidak berdasarkan asas 
oportunitas; 
i) Layak atau tidaknya suatu 
perkara dilakukan 
Penuntutan ke pengadilan; 
j) Pelanggaran terhadap hak 
tersangka apapun yang lain 
yang terjadi selama tahap 
Penyidikan. 
Analisa: 
RUU KUHAP  memberikan 
tugas dan wewenang yang lebih 
luas dan lebih lengkap kepada 
Hakim Komisaris yang 
menunjukan bahwa semua 
tindakan-tindakan penegak 
hukum yang berkenaan dengan 
hak asasi manusia dapat diuji 
dan dinilai kebenarannya. 
2. Susunan Pra Peradilan        
(Pasal 78 ayat (2) KUHAP ) 
 
Pasal 78 ayat (2)  
Pra Peradilan dipimpin oleh hakim 
tunggal yang  ditunjuk oleh Ketua 
Pengadilan Negeri dan dibantu 
oleh seorang penitera. 
 
Analisa: 
KUHAP tidak mengatur bagaimana 
syarat pengangkatan hakim Pra 
Peradilan dan dalam jangka waktu 
untuk beberapa tahun hakim Pra 
Peradilan yang diangkat itu 
menjalankan tugasnya. Dengan 
jumlah hakim yang ada di suatu 
Pengadilan Negeri sangat terbatas, 
2. Susunan Hakim Komisaris 
(Pasal 117 sampai dengan 
Pasal 123 RUU KUHAP ) 
Pasal 117 
Untuk dapat diangkat menjadi 
Hakim Komisaris, seorang 
hakim harus memenuhi syarat : 
a) Memiliki kapasitas dan 
integritas moral yang 
tinggi; 
b) Bertugas sebagai hakim di 
Pengadilan Negeri 
sekurang-kurangnya 10 
(sepuluh) tahun; 
c) Berusia serendah-rendahnya 
35 (tiga puluh lima) tahun 
dan setinggi-tingginya 57 
(lima puluh tujuh) tahun; 
sedangkan perkara yang masuk 
cukup banyak, maka pada 
umumnya Ketua Pengadilan Negeri 
menunjuk seorang hakim untuk 
memeriksa dan memutus 
permintaan Pra Peradilan secara 
insidentil, tanpa membebaskan 
tugasnya dan mengadili perkara 
pidana atau perdata. Hal  ini dapat 
mempengaruhi keobjektifitasan 
hakim dalm pemeriksaan di 
persidangan dan membuat suatu 
putusan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Berpangkat serendah-
rendahnya golongan III/C. 
Pasal 118 
1) Hakim Komisaris diangkat 
dan diberhentikan oleh 
Presiden atas usul Ketua 
Pengadilan Tinggi yang 
daerah hukumnya meliputi 
Pengadilan Negeri 
setempat. 
2) Hakim Komisaris diangkat 
untuk masa jabatan selama 
2 (dua) tahun dan dapat 
diangkat kembali untuk 
satu kali masa jabatan. 
Pasal 119 
1) Hakim Komisaris 
diberhentikan dengan 
hormat dari jabatannya, 
karena: 
a) Telah habis masa 
jabatannya; 
b) Atas permintaan 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sendiri; 
c) Sakit jasmani atau 
rohani secara terus 
menerus; 
d) Tidak cakap dalam 
menjalankan tugasnya; 
atau 
e) Meninggal dunia. 
2) Penilaian mengenai 
ketidakcakapan Hakim 
Komisaris dalam 
menjalankan tugasnya 
sebaimana yang dimaksud 
pada ayat (1) huruf d 
dilakukan oleh Tim 
Pengawas sebagaimana 
mekanisme pengawasan di 
Pengadilan Tinggi. 
Pasal 120  
Hakim Komisaris diberhentikan 
dengan tidak hormat dari 
jabatannya karena: 
a) Dipidana karena bersalah 
melakukan tindak pidana 
  
 
 
kejahatan berdasarkan 
putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap; 
b) Melakukan perbuatan tercela; 
c) Terus–menerus melalaikan 
kewajiban dalam 
menjalankan tugas dan 
wewenangnya; 
d) Melanggar sumpah jabatan; 
atau 
e) Merangkap jabatan 
sebagaimana dilarang 
dalam peraturan 
perundang-undangan. 
Pasal 121 
1) Selama menjabat sebagai 
Hakim Komisaris, hakim 
Pengadilan Negeri 
dibebastugaskan dari tugas 
mengadili semua jenis 
perkara dan tugas lain yang 
berhubungan dengan tugas 
pengadilan negeri. 
2) Setelah selesai masa 
jabatannya, Hakim 
Komisaris dikembalikan 
tugasnya ke Pengadilan 
Negeri semula, selama 
belum mencapai batas usia 
pensiun. 
Pasal 122 
Ketentuan lebih lanjut 
mengenai syarat dan tata cara 
pengangkatan dan 
pemberhentian Hakim 
Komisaris diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
Pasal 123 
1) Hakim Komisaris berkantor 
di atau dekat Rumah 
Tahanan Negara. 
2) Hakim Komisaris merupakan 
hakim tunggal, memeriksa, 
menetapkan, atau memutus 
karena jabatannya seorang 
diri. 
3) Dalam menjalankan 
tugasnya, Hakim Komisaris 
dibantu oleh seorang panitera 
dan beberapa orang staf 
sekretariat. 
 
Analisa : 
Hakim  Komisaris merupakan 
suatu lembaga independen yang 
hakimnya seorang hakim 
Pengadilan Negeri yang 
diangkat dan diberhentikan oleh 
Presiden dengan rekomendasi 
dari Pengadilan Tinggi. Selama 
menjabat menjadi Hakim 
Komisaris, hakim Pengadilan 
Negeri dibebastugaskan dari 
segala hal yang menyangkut 
kewenangan dari Pengadilan 
Negeri. Hakim Komisaris 
ditempatkan di atau dekat 
dengan Rumah Tahanan 
Negara. 
3. Yang dapat mengajukan Pra 
Peradilan ( Pasal 79, Pasal 80, 
Pasal 81, Pasal 95 ayat (2), dan 
3. Yang dapat mengajukan 
permohonan kepada Hakim 
Komisaris  (Pasal 111 ayat (2) 
Pasal 97 ayat (3) KUHAP ) 
 
Pasal  79 
Permintaan Pemeriksaan tentang 
sah atau tidaknya suatu 
penangkapan atau penahanan 
diajukan oleh tersangka, keluarga 
atau kuasanya kepada Ketua 
Pengadilan Negeri dengan 
menyebutkan alasannya. 
Pasal 80 
Permintaan untuk memeriksan sah 
atau tidaknya suatu penangkapan 
penyidikan atau penuntutan dapat 
diajukan oleh penyidik atau 
penuntut umum atau pihak ketiga 
yang berkepentingan kepada Ketua 
Pengadilan Negeri dengan 
menyebutkan alasannya. 
Pasal 81 
Permintaan ganti kerugian dan atau 
rehabilitasi akibat tidak sahnya 
penangkapan atau penahanan atau 
dan ayat (3) RUU KUHAP ) 
 
Pasal 111 ayat (2) dan ayat (3) 
2) Permohonan mengenai hal 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diajukan oleh 
tersangka atau penasihat 
hukumnya atau oleh 
penuntut umum, kecuali 
ketentuan pada ayat (1) huruf 
I hanya dapat diajukan oleh 
Penuntut Umum. 
3) Hakim Komisaris dapat 
memutuskan hal-hal 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) atas inisiatifnya 
sendiri, kecuali ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf i. 
 
Analisa: 
Pada dasarnya, permohonan 
kepada Hakim Komisaris 
akibat sahnya penghentian 
penyidikan atau penuntutan 
diajukan oleh tersangka atau pihak 
ketiga yang berkepentingan kepada 
Ketua Pengadilan Negeri dengan 
menyebut alasannya. 
Pasal 95 ayat (2) 
Tuntutan ganti kerugian oleh 
tersangka atau ahli warisnya atas 
penangkapan atau penahanan serta 
tindakan lain tanpa alasan yang 
berdasarkan undang-ungdang atau 
karena kekeliruan mengenai orang 
atau hukum yang diterapkan 
sebagimana dimaksudkan dalam 
ayat (1) yang perkaranya tidak 
diajukan ke Pengadilan Negeri, 
diputus sidang Pra Peradilan 
sebaimana dimaksud dalam Pasal 
77. 
Pasal 97 ayat (3) 
Permintaan rehabilitasi oleh 
tersangka atas penangkapan atau 
penahanan tanpa alasan yang 
berdasarkan undang-undang atau 
mengenai apa yang tercantum 
pada Pasal 111 ayat (1) dapat 
diajukan oleh tersangka, 
penasihat hukumnya, atau 
penuntut umum, kecuali pada 
pengajuan layaknya suatu 
perkara dilakukuan penuntutan 
ke pengadilan yang hanya 
diajukan oleh penuntut umum 
dengan persetujuan Hakim 
Komisaris. Akan tetapi, Hakim 
Komisaris memiliki 
kewenangan inisiatif dimana 
tanpa perlu adanya suatu 
permohonan dari pemohon, 
seorang Hakim Komisaris dapat 
memutusakan atau menetapkan 
sendiri mengenai hal-hal yang 
termasuk dalam tugasnya pada 
Pasal 111 ayat (1) RUU 
KUHAP. 
 
kekeliruan mengenai orang atau 
hukum yang diterapkan 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya 
tidak diajukan ke Pengadilan 
Negeri diputus oleh hakim Pra 
Peradilan yang dimaksud dalam 
Pasal 77. 
 
 
Analisa: 
Hakim Pra Peradilan bersifat 
menunggu adanya permohonan 
dari para pemohon yang merasa 
bahwa haknya dilanggar dalam hal 
pengujian upaya paksa maupun 
permohonan ganti kerugian dan 
rehabilitasi. Hakim Praperadilan 
tidak dapat melakukan persidangan 
tanpa adanya suatu permohonan, 
walaupun ia mengetahui dengan 
jelas adanya penyimpangan, 
misalnya dalam hal upaya paksa. 
 
  
 
 
4. Acara Pemeriksaan  Pra 
Peradilan                                 
(Pasal 82 ayat (1) KUHAP ) 
 
Pasal 82 ayat (1) 
1) Acara pemeriksaan Pra 
Peradilan untuk hal 
sebagaimana dimaksudkan 
dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 
81 ditentukan sebagai berikut: 
a) Dalam waktu tiga hari 
setelah diterimanya 
permintaan, hakim yang 
ditunjuk menetapkan hari 
sidang: 
b) Dalam memeriksa dan 
memutus tentang sah atau 
tidaknya penangkapan 
atau penahanan, sah atau 
4. Acara Pemeriksaan Oleh 
Hakim Komisaris (Pasal 114, 
Pasal 116, Pasal 112, dan 
Pasal 113 RUU  KUHAP ) 
Pasal 114 
1) Hakim Komisaris 
memberikan keputusan 
dalam waktu paling lambat 2 
(dua) hari terhitung sejak 
menerima permohonan 
sebaimana dimaksud dalam 
Pasal 111 ayat (2). 
2) Hakim Komisaris 
memberikan keputusan atas 
permohonan berdasarkan 
hasil penelitian salinan dari 
surat perintah penangkapan, 
penahanan, penyitaan, atau 
catatan lainnya yang relevan. 
3) Hakim Komisaris dapat 
tidaknya penghentian 
penyidikan atau 
penuntutan, permintaan 
ganti kerugian dan atau 
rehabilitasi akibat tidak 
sahnya penangkapan atau 
penahanan, akibat sahnya 
penghentian penyidikan 
atau penuntutan dan ada 
benda yang disita yang 
tidak termasuk alat 
pembuktian, hakim 
mendengar keterangan 
baik dari tersangka atau 
pemohon maupun dari 
pejabat yang berwenang; 
c) Pemeriksaan tersebut 
dilakukan secara cepat dan 
selambat-lambatnya tujuh 
hari  hakim harus sudah 
menjatuhkan putusannya; 
d) Dalam hal suatu perkara 
sudah mulai diperiksa oleh 
Pengadilan Negeri, 
sedangkan pemeriksaan 
mengenai permintaan 
kepada Pra Peradilan 
mendengar keterangan-
keterangan dari tersangka 
atau penasihat hukumnya, 
penyidik, atau penuntut 
umum. 
4) Apabila diperlukan, Hakim 
Komisaris dapat meminta 
keterangan dibawah sumpah 
dari saksi yang relevan dan 
alat bukti surat yang relevan. 
5) Permohonan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 111 
ayat (2) tidak menunda 
proses Penyidikan. 
Pasal 116 
1) Hakim Komisaris melakukan 
pemeriksaan atas 
permohonan ganti kerugian 
atau rehabilitasi dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a) Dalam jangka waktu 
paling lama 5 (lima) hari 
kerja setelah menerima 
permohonan, harus mulai 
menyidangkan 
belum selesai, maka 
permintaan itu gugur; 
e) Putusan Pra Peradilan 
pada tingkat penyidikan 
tidak menutup 
kemungkinan untuk 
mengadakan pemeriksaan 
Pra Peradilan lagi pada 
tingkat pemeriksaan oleh 
penuntut umum, jika 
untuk itu diajukan 
permintaan baru. 
 
Analisa: 
Pra Peradilan setelah menerima 
permohonan Pra Peradilan harus 
menetapkan hari sidang selambat-
lambatnya tiga hari dan 
menjatuhkan putusan selambat-
lambatnya tujuh hari setelah 
pemeriksaan. Apabila perkara 
sudah masuk kedalam pemeriksaan 
Pengadilan Negeri sedangkan 
permintaan Pra Peradilan selesai, 
maka permohonan Praperadilan 
tersebut dinyatakan gugur. 
permohonan; 
b) Sebelum memeriksa dan 
memutus, wajib 
mendengar Pemohon, 
Penyidik, atau Penuntut 
Umum; 
c) Dalam jangka waktu 7 
(tujuh) hari kerja setelah 
menyidangkan, harus 
sudah memberikan 
putusan; 
d) Dalam hal perkara sudah 
diperiksa oleh Pengadilan 
Negeri, permohonan ganti 
kerugian atau rehabilitasi 
tidak dapat diajukan 
kepada Hakim Komisaris. 
Pasal 112 
1) Untuk pembuktian perkara di 
Indonesia, saksi yang 
bertempat tinggal di luar 
negeri diperiksa oleh pejabat 
yang berwenang di negara 
tersebut, dan keterangan 
diserahkan kepada 
Permohonan pada tingkat 
penyidikan dapat diajukan kembali 
pada tingkat pemeriksaan oleh 
penuntut umum, tetepi dengan 
mengajukan permohonan baru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pemerintah Indonesia, dalam 
hal Indonesia mempunyai  
perjanjian bilateral dengan 
negara tersebut atau 
berdasarkan asas resiprositas. 
2) Keterangan sebagai mana 
dimaksud pada ayat (1) harus 
disampaikan kepada 
penyidik atau penuntut 
umum di Indonesia sesuai 
dengan tahapan pemeriksaan 
perkara, melalui instansi 
yang berwenang. 
3) Permintaan kepada 
pemerintah negara lain untuk 
memeriksa saksi yang berada 
di negara tersebut harus 
dilengkapi dengan daftar 
keterangan yang diperlukan 
yang harus dijawab oleh 
saksi. 
4) Dalam hal keterangan 
sebagimana dimaksud pada 
ayat (2) dilimpahkan ke 
Pengadilan, maka keterangan 
tersebut mempunyi kekuatan 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pembuktian sebagai alat 
bukti yang sah. 
Pasal 113 
1) Jika ada permintaan dari 
negara lain untuk mengambil 
keterangan saksi atau 
melakukan tindakan hukum 
lain di Indonesia untuk 
kepentingan perkara yang 
ada di negara peminta, 
permintaan tersebut dipenuhi 
sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku. 
2) Tata cara pengambilan 
keterangan dari saksi atau 
tindakan hukum lain 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan 
Undang-undang ini. 
 
Analisa : 
Acara pemeriksaan oleh Hakim 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komisaris dibagi atas dua, yaitu 
pengajuan permohonan oleh 
tersangka, penasihat hukumnya, 
atau penuntut umum 
berdasarkan pada Pasal 111 
ayat (1) RUU KUHAP, Hakim 
Komisaris berhak mendengar 
keterangan dari tersangka atau 
penasihat hukumnya, penyidik 
dan penuntut umum, 
berdasarkan hasil penelitian 
salinan dari surat perintah 
penangkapan, penahanan, 
penyitaan, atau catatan lainnya 
yang relevan dan pemeriksaan 
saksi yang berada di luar negeri 
untuk kepentingan pembuktian 
perkara di Indonesia melalui 
lembaga yang berwenang di 
negara tersebut. 
5. Putusan Pra Peradilan (Pasal 82 
ayat (2) dan ayat (3) KUHAP ) 
Pasal 82 ayat (2) dan (3) 
2) Putusan hakim dalam acara 
pemeriksaan Pra Peradilan 
mengenai hal sebaimana 
dimaksud dalam Pasal 79, 
Pasal 80 dan Pasal 81, harus 
memuat dengan jelas dasar dan 
alasannya. 
3) Isi putusan selain memuat 
ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) juga 
memuat hal sebagai berikut: 
a) Dalam hal putusan 
menetapakan bahwa suatu 
penangkapan atau 
penahanan tidak sah, 
maka penyidik atau jaksa 
penuntut umum pada 
tingkat pemeriksaan 
masing-masing harus 
segera membebaskan 
tersangka; 
b) Dalam hal putusan 
5. Putusan Hakim Komisaris 
(Pasal 115 RUU KUHAP ) 
Pasal 115 
1) Putusan dan penetapan 
Hakim Komisaris harus 
memuat dengan jelas dasar 
hukum dan alasannya. 
2) Dalam hal Hakim Komisaris 
menetapkan atau 
memutuskan penahanan 
tidak sah, penyidik atau 
penuntut umum pada tingkat 
pemeriksaan masing-masing 
harus mengeluarkan 
tersangka dari tahanan. 
3) Dalam hal Hakim Komisaris 
menetapkan atu memutuskan 
penyitaan tidak sah, dalam 
waktu paling lambat 1 (satu) 
hari setelah ditetapkan atau 
diputuskan, benda yang 
disita harus dikembalikan 
kepada yang paling berhak 
kecuali terhadap benda 
terlarang. 
menetapkan bahwa suatu 
penghentian penyidikan 
atau penuntutan tidak sah, 
penyidikan atau 
penuntutan terhadap 
tersangka wajib 
dilanjutkan; 
c) Dalam hal putusan 
menetapkan bahwa suatu 
penangkapan atau 
penahanan tidak sah, 
maka dalam putusan 
dicantumkan jumlah 
besarnya kerugian dan 
rehabilitasi yang diberikan 
sedangkan dalam hal suatu 
penghentian penyidikan 
atau penuntutan adalah 
sah dan tersangka tidak 
ditahan, maka dalam 
putusan dicantumkan 
rehabilitasinya; 
d) Dalam hal putusaan 
menetapkan bahwa benda 
yang disita ada yang tidak 
termasuk alat pembuktian, 
maka dalam putusan 
4) Dalam hal Hakim Komisaris 
menetapkan atau 
memutuskan bahwa 
penghentian penyidikan atau 
penghentian penuntutan 
tidak sah, Penyidik atau 
Penuntut Umum harus segera 
melanjutkan Penyidikan atau 
Penuntutan. 
5) Dalam hal Hakim Komisaris 
menetapkan atau 
memutuskan bahwa 
penahanan tidak sah, Hakim 
Komisaris menetapkan 
jumlah pemberian ganti 
kerugian dan/atau 
rehabilitasi. 
6) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai jumlah pemberian 
ganti kerugian dan/atau 
rehabilitasi diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
 
Analisa: 
Sifat putusan yang dijatuhkan 
dicantumkan  bahwa 
benda tersebut harus 
segera dikembalikan 
kepada tersangka atau dari 
siapa benda itu disita. 
Analisa: 
Apabila kita melihat isi putusan 
dari Pra Peradilan, maka putusan 
Pra Peradilan merupakan putusan 
yang bersifat declaratoir, yang pada 
dasarnya merupakan suatu putusan 
yang menegaskan bahwa seseorang 
mempunyai hak. Walaupun 
putusan hakim bersifat declaratoir 
yang artinya menentukan sifat 
suatu keadaan dengan tidak 
mengandung perintah kepada suatu 
pihak untuk berbuat sesuatu hal, 
tetapi pemohon secara nyata 
mempunyai kepentingan atas 
adanya putusan Pra Peradilan 
karena ada akibat hukum yang 
nyata dan penting dari putusan Pra 
Peradilan tersebut. 
oleh Hakim Komisaris, apabila 
dilihat dari isinya, maka dapat 
diketahui bahwa putusan 
tersebut bersifat declaratoir dan 
konstitutif. Putusan yang 
bersifat declaratoir dapat dilihat 
pada Pasal 115 ayat (2) sampai 
dengan ayat (4), sedangkan 
yang bersifat konstitutif dapat 
dilihat pada Pasal 115 ayat (5) 
RUU KUHAP tahun 2008. 
 
6. Upaya Hukum Terhadap 
Putusan Pra Peradilan ( Pasal 83 
6. Upaya Hukum Terhadap 
Putusan Hakim Komisaris      
KUHAP) 
Pasal 83 
1) Terhadap putusan Pra Peradilan 
dalam hal sebagaimana  
dimaksud dalam hal Pasal 79,  
Pasal 80, dan Pasal 81 tidak 
dapat dimintakan banding. 
2) Dikecualikan dari ketentuan 
ayat (1) adalah putusan Pra 
Peradilan yang menetapkan 
tidak sahnya penghentian 
penyidikan atau penuntutan, 
yang untuk itu dapat dimintakan 
putusan akhir ke Pengadilan 
Tinggi dalam daerah hukum 
yang bersangkutan. 
 
Analisa: 
Putusan Pra Peradilan tidak dapat 
dimintakan upaya hukum, pada 
dasarnya, baik upaya hukum biasa 
maupun hukum luar biasa. Akan 
tetapi, hal tersebut tidak mutlak 
karena ada pengecualian pada 
( Pasal 124 RUU KUHAP) 
Pasal 124 
Menetapkan atau putusan 
Hakim Komisaris tidak dapat 
diajukan upaya hukum banding 
dan kasasi. 
 
Analisa: 
Putusan yang dijatuhkan oleh 
Hakim Komisaris pada pasal 
124 RUU KUHAP  ini secara 
tegas dan jelas dinyatakan 
bahwa tidak dapat diajukan 
upaya hukum biasa. Mengenai 
pengajuan upaya hukum luar 
biasa atas putusan atau 
penetapan Hakim Komisaris 
tidak diatur lebih lanjut dalam 
RUU KUHAP 2008. 
 
Pasal 83 ayat (2) KUHAP, yaitu 
apabila hakim Pra Peradilan 
menetapkan bahwa penghentian 
penyidikan atau penuntutan tidak 
sah, maka penyidik atau penuntut 
umum diberikan kesempatan untuk 
mengajukan banding kepada 
pengadilan tinggi sesuai dengan 
daerah hukumnya, dan putusan ini 
merupakan putusan akhir. 
Walaupun KUHAP mengatur 
demikian, dalam praktek peradilan 
di Indonesia, putusan Pra Peradilan 
dapat diajukan kasasi oleh pihak-
pihak yang tidak puas terhadap 
putusan Pra Peradilan tersebut, dan 
permohonan kasasi tersebut 
seringkali diterima oleh Mahkamah 
Agung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Prospek Pengaturan Hakim Komisaris Dalam Undang-undang Hukum 
Acara Pidana Yang Akan Datang 
 
Seperempat abad lebih sejak diundangkan menjadi Undang-undang No. 8 
Tahun 1981, KUHAP sekarang dihadapkan pada paradigma moving speedly yang 
mempengaruhi masyarakat Indonesia pada umumya. Terlihat bahwa beberapa 
ketentuan dan standart hukum yang terdapat di dalam KUHAP  mungkin sudah 
mengalami sifat yang terlalu konservatif dan kaku (strict law), dan banyak terjadi 
penyimpangan serta ditemukan berbagai “lubang” di dalam KUHAP. Dengan 
demikian, KUHAP belum bisa memenuhi harapan untuk menjadi pengayom 
sekaligus perangkat hukum yang humanis (manusiawi), trasparan, akuntabel 
ataupun memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi 
masyarakat. Hal tersebut menimbulkan reaksi penolakan dalam penerapan  
KUHAP  terhadap perkembangan hukum di masyarakat. Munculnya pandangan 
yang mengatakan bahwa tidak ada lagi hukum positif yang bertahan lama, paling 
lama hanya bertahan 20 tahun sampai 25 tahun, sehingga tidak salah apabila 
KUHAP dilakukan pengkoreksian atas nilai-nilai hukum yang telah ditetapkan . 
Contoh dari pembaharuan nilai-nilai hukum dalam KUHAP yaitu dengan 
menggantikan sistem Pra Peradilan dengan sistem Hakim Komisaris. Hal 
tersebut dikarenakan Pra Peradilan memiliki banyak kelemahan dan memiliki 
wewenang yang terbatas tidak seperti Hakim Komisaris yang memiliki 
wewenang yang lebih luas dan terperinci. 
 
Berdasarkan pada perbandingan pengawasan atas pemeriksaan 
pendahuluan antara sistem Pra Peradilan dan sistem Hakim Komisaris Dalam 
RUU KUHAP tahun 2008 sebagaimana telah diuraikan pada point sebelumnya, 
maka dapat dijelaskan kelemahan Pra Peradilan dan kelebihan Hakim Komisaris, 
antara lain sebagai berikut: 
 1. Kelemahan Sistem Pra Peradilan 
Sekalipun secara prinsip, sistem Pra Peradilan tersebut diterima dan 
diberlakukan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, 
namun sangat disayangkan tugas dan wewenang Pra Peradilan sangat 
terbatas. Hal ini disebabkan bukan saja karena keterbatasan wawasan yang 
dimiliki saat itu, mengingat Pra Peradilan adalah barang baru sama sekali, 
melainkan juga karena situasi dan kondisi politik yang amat represif saat itu, 
sehingga tidak memungkinkan dikabulkannya jaminan hak asasi yang lebih 
luas. Pra Peradilan yang dirumuskan saat itu harus dilihat sebagai hasil 
optimal yang bisa dicapai, antara lain juga mengingat kondisi kekuatan 
politik baik pihak Kepolisian maupun Kejaksaan dimasa itu yang umumnya 
masih kuat berorientasi pada kekuasaan. 
 
Dengan demikian harus diakui bahwa Pra Peradilan memiliki 
berbagai kelemahan dan kekurangan, karena : Pertama, tidak semua upaya 
paksa dapat dimintakan pemeriksaan untuk diuji dan dinilai kebenaran dan 
ketepatannya oleh lembaga Pra Peradilan, misalnya tindakan penggeledahan, 
penyitaan dan pembukaan serta pemeriksaan surat-surat tidak dijelaskan 
dalam KUHAP, sehingga menimbulkan ketidakjelasan siapa yang 
berwenang memeriksanya apabila terjadi pelanggaran. Disini lembaga Pra 
Peradilan kurang memperhatikan kepentingan perlindungan hak asasi 
tersangka atau terdakwa dalam hal penyitaan dan penggeledahan, padahal 
penggeledahan yang sewenang-wenang merupakan pelanggaran terhadap 
ketentraman rumah tempat tinggal orang (privacy), dan penyitaan yang tidak 
sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik seseorang.  
 
Kedua, Pra Peradilan tidak berwenang untuk menguji dan menilai 
sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, tanpa adanya 
permintaan dari tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa 
tersangka. Sehingga apabila permintaan tersebut tidak ada, walaupun 
tindakan penangkapan atau penahanan nyata-nyata menyimpang dari 
ketentuan yang berlaku, maka sidang Pra Peradilan tidak dapat ditiadakan. 
 
Ketiga, lebih parah lagi sebagaimana ternyata dalam praktek selama 
ini dalam pemeriksaan Pra Peradilan, hakim lebih banyak memperhatikan 
perihal dipenuhi tidaknya syarat-syarat formil semata-mata dari suatu 
penangkapan atau penahanan, seperti misalnya ada atau tidak adanya surat 
perintah penangkapan (Pasal 18 KUHAP), atau ada tidaknya surat perintah 
penahanan (Pasal 21 ayat (2) KUHAP), dan sama sekali tidak menguji dan 
menilai syarat materialnya. Padahal syarat material inilah yang menentukan 
apakah seseorang dapat dikenakan upaya paksa berupa penangkapan atau 
penahanan oleh penyidik atau penuntut umum. 
 
Tegasnya hakim pada Pra Peradilan seolah-olah tidak peduli apakah 
tindakan penyidik atau jaksa penuntut umum yang melakukan penangkapan 
benar-benar telah memenuhi syarat-syarat materiil, yaitu adanaya “dugaan 
keras” telah melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti permulaan yang 
cukup”. Ada tidaknya bukti permulaan yang cukup ini di dalam praktek 
tidak pernah dipermasalahkan oleh hakim. Karena umumnya hakim Pra 
Peradilan menganggap bahwa hak itu bukan menjadi tugas dan 
wewenangnya, melainkan sudah memasuki materi pemeriksaan perkara yang 
menjadi wewenang hakim dalam sidang pengadilan negeri. 
 
 
 
2. Kelebihan Hakim Komisaris 
Di Eropa dikenal lembaga semacam Pra Peradilan, tetapi fungsinya 
benar-benar melakukan pemeriksaan pendahuluan. Jadi, fungsi Hakim 
Komisaris di Negara Belanda benar-benar dapat disebut Pra Peradilan, 
karena selain menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, 
juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara. 
 
Misalnya penuntut umum di Belanda dapat minta pendapat hakim 
mengenai suatu kasus, apakah misalnya kasus itu pantas dikesampingkan 
dengan transaksi (misalnya perkara tidak diteruskan ke persidangan dengan 
mengganti kerugian) ataukah tidak. Hakim Komisaris menurut Rancangan 
Undang-Undang KUHAP memiliki kewenangan yang lebih luas dari Pra 
Peradilan. Menurut Pasal 111 RUU KUHAP Hakim Komisaris memiliki 
tugas dan kewenangan untuk : 
a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, 
atau penyadapan; 
b) Pembatalan atau penangguhan penahanan; 
c) Bahwa keterangan yang dibuat tersangka atau terdakwa dengan 
melanggar hak tidak memberatkan diri sendiri; 
d) Alat bukti dan pernyataan yang didapat secara tidak sah tidak dapat 
dijadikan alat bukti; 
e) Ganti kerugian dan atau rehabililtasi untuk seseorang yang ditangkap atau 
ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang 
disita secara tidak sah; 
f) Tersangka atau terdakwa berhak atau diharuskan didampingi oleh 
pengacara; 
g) Bahwa Penyidikan atau Penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang 
tidak sah; 
h) Penghentian penyidikan dan penghentian Penuntutan tidak berdasarkan 
asas oportunitas; 
i) Layak atau tidaknya suatu perkara dilakukan Penuntutan ke Pengadilan; 
j) Pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama 
tahap Penyidikan. 
Tugas dan wewenang Hakim Komisaris tersebut dilakukan dengan 
permohonan atau tanpa permohonan oleh tersangka atau terdakwa, keluarga, 
atau kuasanya kepada Hakim Komisaris. Dengan demikian tindakan Hakim 
Komisaris pada tahap pemeriksaan pendahuluan bersifat aktif, dan berfungsi 
baik sebagai examinating judge maupun investigating judge. 
 
Harus diakui, tugas dan wewenang Hakim Komisaris sebagaimana 
dirumuskan dalam RUU KUHAP ternyata lebih luas daripada wewenang 
Hakim Pra Peradilan. Karena tidak hanya terbatas pada penangkapan dan 
penahanan ataupun penghentian penyidikan dan penuntutan melainkan juga 
perihal perlu tidaknya diteruskan penahanan ataupun perpanjangan 
penahanan, perlu tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, perlu 
tidaknya pencabutan atas penghentian penyidikan atau penuntutan, sah atau 
tidaknya penyitaan dan penggeledahan, serta wewenang memerintahkan 
penyidik atau penuntut umum untuk membebaskan tersangka atau terdakwa 
jika terdapat dugaan kuat adanya penyiksaan ataupun kekerasan pada tingkat 
penyidikan ataupun penuntut. 
 
Dengan dibentuknya sistem Hakim Komisaris yang memilliki tugas 
dan wewenang yang luas dan lebih terperinci merupakan penyempurnaan 
terhadap Pra Peradilan. Sehingga prospek pengaturan Hakim Komisaris 
dalam KUHAP yang akan datang yaitu untuk menjadikan KUHAP yang 
baru agar bisa memenuhi harapan untuk menjadi pengayom sekaligus 
perangkat hukum yang humanis (manusiawi), transparan, dan akuntabel 
(dapat dipertanggungjawabkan) ataupun memberikan kepastian hukum, 
keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Tidak akan terdengar lagi 
adanya aneka kekerasan atau penyiksaan tersangka serta tindakan segala cara 
untuk memperoleh keterangan, baik dari tersangka maupun saksi. Karena 
dengan KUHAP yang akan datang melalui sistem Hakim Komisaris, 
difungsikan untuk mengawasi dan mengontrol aparat penegak hukum dalam 
melaksanakan tugasnya sehingga tidak ada penyalahgunaan wewenang oleh 
aparat penegak hukum. 
 
Dengan adanya reformasi hukum dan peradilan yang konkrit serta 
penerapan yang sungguh-sungguh, tidak menutup kemungkinan akan bisa 
memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. 
Ketertiban dan keseimbangan dalam proses dinamika masyarakat dan negara 
juga dapat dijamin akan terselenggara dengan harmonis. Sesungguhnya, 
jalan dan proses hukum seperti inilah yang diamanatkan untuk menjunjung 
tinggi prinsip-prinsip negara hukum, seperti tercantum pada Pasal 1 ayat (3) 
Undang-undang Dasar 1945, guna mencapai cita-cita utama negara, yaitu 
kesejahteraan rakyat, sesuai dengan bunyi alinea keempat Pembukaan 
Undang-undang Dasar 1945. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
PENUTUP 
A. Simpulan 
 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap dua masalah pokok di 
atas,  maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :  
1. Keberadaan Sistem Hakim Komisaris Sebagai Alternatif Pengganti Sistem 
Pra Peradilan Untuk Memberikan Keadilan Dan Kepastian Hukum Bagi 
Masyarakat Secara Efektif Di Masa Yang Akan Datang 
Sistem Pra Peradilan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 KUHAP 
sejak diundangkan sampai sekarang ternyata sistem tersebut memiliki kelemahan 
yang menyebabkan penyimpangan dari fungsi dan kewenangannya. Pra Peradilan 
dianggap kurang tidak berjalan sebagai mestinya dalam pelaksanaannya karena 
keberadaan lembaga Pra Peradilan yang menyimpang  dari konsep awal diajukan 
sebagai lembaga representasi perlindungan hak asasi manusia, khususnya 
terhadap kedudukan tersangka dalam proses penyidikan dan terdakwa dalam 
proses penuntutan. Dengan adanya sistem Hakim Komisaris RUU KUHAP tahun 
2008 sebagai pengganti sistem Pra Peradilan, keberadaan Hakim Komisaris  
lebih efektif dibandingkan dengan sistem Pra Peradilan yang  memiliki banyak 
kelemahan dan tidak memiliki wewenang yang lebih luas dan terperinci seperti 
yang terdapat dalam sistem Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP tahun 2008. 
2. Prospek Pengaturan Hakim Komisaris Dalam Undang-undang Hukum 
Acara Pidana Yang Akan Datang 
Dengan dibentuknya sistem Hakim Komisaris yang memilliki tugas dan 
wewenang yang luas dan lebih terperinci merupakan penyempurnaan terhadap 
Pra Peradilan. Sehingga dengan adanya sistem Hakim Komisaris menjadikan 
KUHAP yang akan datang bisa memenuhi harapan untuk menjadi pengayom 
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sekaligus perangkat hukum yang humanis (manusiawi), transparan, dan 
akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) ataupun memberikan kepastian 
hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Tidak akan terdengar lagi 
adanya aneka kekerasan atau penyiksaan tersangka serta tindakan segala cara 
untuk memperoleh keterangan, baik dari tersangka maupun saksi. Karena dengan 
KUHAP yang akan datang melalui sistem Hakim Komisaris, difungsikan untuk 
mengawasi dan mengontrol aparat penegak hukum dalam melaksanakan 
tugasnya sehingga tidak ada penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak 
hukum. 
Dengan adanya reformasi hukum dan peradilan yang konkrit serta 
penerapan yang sungguh-sungguh, tidak menutup kemungkinan akan bisa 
memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. 
Ketertiban dan keseimbangan dalam proses dinamika masyarakat dan negara 
juga dapat dijamin akan terselenggara dengan harmonis. Sesungguhnya, jalan 
dan proses hukum seperti inilah yang diamanatkan untuk menjunjung tinggi 
prinsip-prinsip negara hukum, seperti tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-
undang Dasar 1945, guna mencapai cita-cita utama negara, yaitu kesejahteraan 
rakyat, sesuai dengan bunyi alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 
1945 
B. Saran 
 
1. Pengaturan yang lebih sistematis, rinci, dan jelas dalam Revisi Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana mengenai pengawasan dalam tahap 
pemeriksaan  pendahuluan masih diperlukan, sehingga terdapat dasar hukum 
yang kuat dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan agar tidak 
terjadi celah penyalahgunaan wewenang atau abuse of power. 
2. Pada prakteknya nanti diharapkan sistem Hakim Komisaris menjadi lembaga 
pengawasan aparat penegak hukum yang terbuka dan akunbilitas serta 
mampu melakukan pengawasan secara lebih berjalan sebagaimana mestinya 
terhadap jalannya proses peradilan khususnya pemeriksaan pendahuluan di 
Indonesia dan lebih menjamin hak-hak asasi manusia sehingga masyarakat   
pencari keadilan tidak merasa direpotkan oleh birokrasi yang ada, tidak takut 
akan intimidasi aparat penegak hukum, dan menerapkan asas peradilan cepat, 
biaya murah, dan ringan. 
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